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ABSTRAK 

 

EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA 
KORUPSI DALAM KEADAAN TERTENTU DALAM SISTEM 

PEMIDANAAN DI INDONESIA 

 

Oleh 
Riskiami 

 

Korupsi imerupakan isalah satu kejahatan iluar biasa i(extra ordinary crime). Hal 
ini didasarkan pada kenyataan bahwaitindakipidana korupsiiyangiselamaiini 
terjadiitidakihanyaimerugikan keuangan negara tetapi juga telah merenggut hak-
hak isosial dan iekonomii masyarakat isecara iluas.Dalam tindak pidana korupsi 
diaturi adanyai sanksii pidanai matii yangi tertuangi dalami Pasal i2 iayat i(2) iUU 
Tindaki Pidanai Korupsii apabilai dilakukani dalami keadaani tertentu.  

Penelitian iini imenggunakan ipendekatan iyuridis inormatif iterapan idan iyuridis 
normatif, dalam pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (library 
research) idengan imenggunakan isumber idata isekunder. iDilanjutkan idengan 
menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan informasi 
lebih mendalam dengan mewawancarai Hakim iPengadilaniNegeriidan Akademisi 
Fakultasi Hukumi Universitasi Lampung.i 

Hasil Penelitian diketahui bahwa eksistensi pidanaimatiibagiipelakuitindakipidana 
korupsii dalami keadaani tertentui dimaksudkani sebagaii pemberatani bagii 
pelakui tindaki pidanai korupsii apabilai tindaki pidanai tersebuti dilakukani pada 
waktui negarai dalami keadaani bahaya, iyaitu keadaan yangidilakukaniterhadap  
dana-dana iyang idiperuntukkan ibagi ipenanggulangan ikeadaan ibencanaiialam  
nasional, ipenanggulangan iakibat ikerusuhan isosial iyangi meluas,   
penanggulangani krisisi ekonomii dani moneter,I dani pengulangani tindaki 
pidanai korupsi.iArtinya pidana mati bagi ini berlaku karena secara formil karena 
tertuang dalam undang-undang. Sanksi pidana mati ini merupakan ancaman 
maksimum yang harus digali dan dikumulasi berdasarkan fakta hukum, kualitas 
perbuatan dan kuantitas perbuatan. iDan faktor penghambat penerapan isanksi 
pidanai matii bagii pelakui tindaki pidanai korupsii dalami keadaani tertentu 
terdiri dari faktor hambatan struktural, faktor hambatan kultural, faktor hambatan 
instrumental, faktor hambatan manejemen, ifaktor ihukumnya isendiri, ifaktor 
penegaki hukum, faktorimasyarakat, faktor waktu yangi lama dan faktor domisili.i 

Kata Kunci : Eksistensi, iSanksi iPidana iMati, iTindak iPidana iKorupsi, 
Keadaani Tertentui 









vi 
 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

 

Penulisi dilahirkani di Muaradua pada itanggal 04 

Maret 2001, sebagai ianak pertamai dari dua 

bersaudara, dari pasangan Bapak Amrun dan Ibu 

Minawatidewi. 

Penulisimenyelesaikan SekolahiDasar (SD) di iSDN 

1 Muaradua, diselesaikan padaitahun 2012, Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di SMP Al-Husna 

Bandar Lampung, diselesaikan padai tahun 2015 dan iSekolah Menengah Atas 

(SMA) di SMAN 2 Pringsewu, lulus padai tahun 2018.  

Penulis iterdaftar isebagai iMahasiswa iFakultas iHukum iUniversitas iLampung 

pada tahun 2018 melaluii jalur masuk iSeleksi iBersama iMasuk iPerguruan 

Tinggii Nasionali (SBMPTN) dani mengikutii Kuliahi Kerjai Nyatai di Desa 

Datarjan, Ulu Belu, Tanggamus pada tahun 2021. 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

MOTTO 

 

 

“Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, makai a tidak akan mampu 

mensyukuri sesuatu yang banyak.” 

(HR. Ahmad) 

 

“Jika iAnda itakut igagal, iAndai tidaki pantasi untuki sukses!” 

(Charles Barkley) 
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I.   PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Korupsi telah lama menjadi fenomena persoalan nasional yang sulit diatasi pada 

berbagai aspek masyarakat.iFenomena ini memperlihatkan kecenderungan 

manusia yang semakin matrealistis sehingga memunculkan tolak ukur bahwa 

kesuksesan iindividu idiukur idengan ikekayaan iyang idimilikinya. Persepsi 

tentang ikekayaan isebagai iukuran ikesuksesan iseseorang, imaka iseseorang 

iakan mengejar kekayaan iitu itanpa imemperhitungkan ibagaimana ikekayaan 

itersebut diperoleh.1 Memiliki iaksesibilitas ioleh ijabatan-jabatani strategisi dani 

kaum elit yang iselalu ihaus iakan ikekayaan imenjadi isalah isatu icara iuntuk 

imemperkaya dirii dengan imelakukani ikorupsi.i 

Korupsi imerupakan isalah isatu ikejahatan iluar ibiasa (extra ordinary crime). 

Hal ini didasarkan pada kenyataan ibahwa itindak ipidana ikorupsi iyang iselama 

ini iterjadii tidaki hanyai merugikani keuangani Negarai dani potensii ekonomi 

Negara,itetapii ijuga itelah imeluluhkan ipilar-pilar isosio budaya, moral, politik, 

dan tatanan ihukum ikeamanan inasional.2 iDalam hal iini ikorupsi imerupakan 

isuatu itindak ipidana, yang imana ipidana iitu isendiri imerupakan ipenderitaan 
                                                            
1 Viola iSinda iPutri iMita iArgiya, iMengupas iTuntas iBudaya iKorupsi iYang iMengakar Serta 
Pembasmiani Mafiai Koruptori Menujui Indonesiai Bersih, Jurnali Recidivei Vol 2 No. 2 Mei-
Agustus 2013, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret), hlm. 163. 
2 Ermansjah Djaja, 2010, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), 
Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13. 
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yang isengaja idibebankan ioleh inegara ikepada iorang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang.3 Pidana idikenakan ipada iseseorang iyang imelakukan 

tindak pidana imenurut iundang-undang idan ipidana iitu imerupakan ipencelaan 

iatas diri seseorangi karenai telahi melanggari hukum.4 

Mengacu pada ipasal i10 iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana iyang 

selanjutnya disebut iKUHP ibahwa ipidana iterdiri iatas ipidana ipokok idan 

pidanai itambahan. iPidana ipokok idapat iberupa ipidana penjara, ipidana 

kurungan, pidanai denda dan ipidana mati.iSerta pada pidana itambahan idapat 

berupai pencabutani hak-haki itertentu, iperampasan ibarang-barang itertentu idan 

pengumumani putusani hakim.i  

Pidanai  imati   imerupakan isalah   isatu   isanksi   ihukum  iterberat iyang idapat 

dijatuhkani ipenegak  ihukum kepada ipelaku ikejahatan.  iBerkaitan idengan  

penjatuhani isanksi ipidana imati  isendiri  masihi menuaii berbagai  reaksii dalam 

kalangani imasyarakat inasional imaupuni internasional. iTerlepas idari iberbagai   

ipro idan ikontra iterkait ipengaturan isanksi ipidana imati idalam ihukum ipositif 

Indonesiai karenai bersinggungani dengani haki asasii imanusia, ikhususnya ipada 

ihak iatas ihidup iyang dimiliki setiap orang.  iPada  ikenyataannya idalam hukum  

pidana  Indonesia  memberikan  peluang  ancaman pidana mati. i 

Pidana imati di iIndonesia idiatur idalam ibeberapa ipasal idi iKUHP idan 

beberapai iperundang-undangan iyaitu iUndang-Undangi iRepublik iIndonesia 

Nomori i35 iTahun i2009 iTentang iNarkotika, iLembaran iNegara iRepublik 

Indonesiai iTahun i2009 iNomor 143, iTambahan Lembaran Negara Republik 

                                                            
3 iMasruchin iRuba’i, i Asas-asas iHukum iPidana, i (Malang: iUM iPRESS, i2001), hlm. 1 
4 iMahrus iAli, iDasar-dasar iHukum iPidana, i (Jakarta: iSinar iGrafika, i2012), ihlm. 186 
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Indonesia iNomor 5062 iyang iselanjutnya idisebut iUndang-Undang iNarkotika, 

Undang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i31 iTahun i1999 iLembaran 

Negara iRepublik iIndonesia iTahun i1999 iNomor i140, iTambahan iLembaran 

Negarai iRepublik iIndonesia iNomor i3874 iJuncto iUndang-Undang iRepublik 

Indonesiai iNomor i20 iTahun i2001 iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia 

Tahuni 2001i Nomori 134, i iTambahan iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia 

iNomor 4150 iTentang iPemberantasan Tindak iPidana iKorupsi iyang 

iselanjutnya disebut Undang-Undang Korupsi, iUndang-Undang iRepublik 

iIndonesia iNomor i26 iTahun i2000 iTentang iiPengadilan iiHak iiAsasi 

Manusiai Lembaran iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i2000i iNomori 208, i 

Tambahani Lembarani Negarai iRepublik iIndonesia iNomor ii4026i iiyang 

iselanjutnya idisebut iiUndang-Undang iiPengadilan iiHak iiAsasi iiManusia dan 

Undang-Undangi1i  iRepublik1i  iIndonesia1i  iNomor1i  51i  iTahun1i  19971i  iTentang1i  

iPsikotropika1i  iLembaran1i  iNegara1i  iRepublik1i  iIndonesia1i  Tahun1i  19971i  iNomor1i  

10,1i  iTambahan1i  iLembaran1i  Negara1i  Republik1i  Indonesia1i  Nomor1i  i36711i  iyang1i  

selanjutnya1i  disebut1i  Undang-Undang1i  Psikotropika.1i  i 

Tata1i  cara1i  pelaksanaan1i  pidana1i  mati1i  di1i  Indonesia1i  yang1i  diatur1i  dalam1i  

iUndang-Undang1i  iRepublik1i  iIndonesia1i  iNomor1i  2/PNPS/19641i  Tentang1i  Tata1i  

Cara1i  Pelaksanaan1i  iPidana1i  Mati1i  iYang1i  iDijatuhkan1i  Oleh1i  iPengadilan1i  Di1i  

Lingkungan1i  Peradilan1i  iUmum1i  iDan1i  iMiliter1i  iLembaran1i  iNegara1i  iRepublik1i  

iIndonesia1i  iTahun1i  19641i  iNomor1i  381i  iyang1i  iselanjutnya1i  idisebut1i  Undang-

Undang1i  Tata1i  Cara1i  Pelaksanaan1i  iPidana1i  iMati.5
1i  i 

                                                            
5 Muhammad Arif Pribadi, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH. dan Alfons Zakaria, SH. L.LM., 
Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana Di 
Indonesia, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 4. 
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Undang-Undangi iiNomor ii31 iiTahun ii1999 iitentang iiPemberantasan iiTindak 

Pidana iiKorupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK) imengatur ipidana mati 

dalam iPasal i2 iayat (2) iyang ibunyinya dalami hal itindak ipidana isebagaimana 

dimaksud idalam iPasali 2 iayat (1) idilakukan idalam ikeadaan itertentu, pidana 

mati idapat idijatuhkan. Dari iklausula itersebut dapati diketahui bahwa 

pembentuk iUndang-undang iserius idalam imemberantas itindak ipidana 

ikorupsi, iakan itetapi idalam iUndang-undang itersebut itidak iada ilagi iklausul 

yangi imemberikan iancaman ipidana imati isehingga ipenggunaan ipidana imati 

terhadap koruptor masih sangat kurang.6 iDalam  klausa  “keadaan itertentu”  

yang  dimaksud iadalah  ikeadaan iyang  idapat  dijadikan  ialasan  ipemberatan  

ipidana  bagi  pelaku  tindak ipidana ikorupsi  iyaitu  iapabila  itindak  ipidana  

tersebuti  idilakukan  iterhadap  idana-dana iyang idiperuntukkan  ibagi 

penanggulangani  ikeadaan  ibahaya,  ibencana  ialam  inasional, ipenanggulangan   

akibati   ikerusuhan   isosial   iyang   imeluas,   ipenanggulangan  ikrisis iekonomi 

idan imoneter, idan pengulangani itindak ipidana ikorupsi. i 

Darii uraian itersebut menunjukan ibahwa isebenarnyai ketika bencana alam 

terjadi sebagaimana iyangi telah idijelaskani pada iPasal 2 UU iUndang-Undang 

Nomori i31 iTahun i1999 itentang iPemberantasan iTindak iPidana Korupsi 

(PTPK) ancaman ipidana imati isangat imungkin idiberikan imisalnya iapabila 

idalam kasus itersebut imerupakan ikorupsi iterhadap ibantuan isosial. iNamun 

pada penelitian iyang iberjudul iKebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati 

Terhadap Pelaku iTindak iPidana iKorupsi idi iEra iPandemic iGlobali 

menyimpulkan bahwa ihukuman imati imasih sulit diterapkan karena 

pemberantasani itindak ipidana ikorupsi pada iUU PTPK ibermakna ifakultatif 
                                                            
6 Ibid. 
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dan ibukan ibermakna iimperatif.7 Contohnya ipada iikasus ikorupsi idana 

bantuani isosial i (bansos) iCovid-19 iKementerian iSosial iyang imenjerat 

iMenteri iSosial iRepublik iIndonesia iyakni iJuliari iPeter iBatubara. iKasusi iini 

menarik iperhatiani ipublik iserta ipegiat ianti ikorupsi ikarena iancaman iyang 

disangkakani iadalah melanggari iPasal i12 ihuruf i (a) iatau iPasal i12 ihuruf i i 

(b) iatau iPasal i11 iUndang-Undangi iPemberantasan iTindak Pidanai iKorupsii 

jo iPasal i55 iayat i (1) ike-1 iKUHP. iAncaman ihukuman iimaksimal iatas 

pelanggarani Pasali iitu iadalah ipenjara iseumur ihidup.8 Apakah dengani kasus 

tersebut yang manai memenuhi Pasal 2 UU PTPKimengenai bencanai alam yangi 

terjadi akani membuati Mantan iMenteri iSosial dapat dijatuhi ipidana imati? 

iSayangnya itidak. i 

Pemberian hukuman mati tidakipernah diberikan di Indonesia selama berlakunya 

UU PTPK ini. Bahkan putusan terberat yang dikabulkan oleh hakim di Indonesia 

adalah pidana penjara seumur hidup. iPutusan tersebut memberikan nilai negatif 

pada pada penegakan hukumidi Indonesia ikhususnya ipada kasus korupsi. 

Padahal imenjatuhkan pidana seberat-beratnya iakan imemberikan iefek ijera 

kepadai ipelaku pidana ikorupsi namun ibelum ibenar-benar dapatidilakukan, ini 

memerlukan ikeseriusan ipemerintah iyang idalam ihal ini adalah aparat 

penegakan ihukum. 

                                                            
7 Herman Suherman. iKebijakan iFormulasi iSanksi iPidana Matii iTerhadap iPelaku iTindak 
Pidanai iKorupsi iBerbasis iNilai iKeadilan. iJurnal iPembangunan iHukum iIndonesia i1, ino. i1 
i (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 670 

8 iCNN iIndonesia, iKPK iMulai iKaji iAncaman iHukuman iMati iuntuk iEks iMensos iJuliari, 
2021, i iURL:https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210318022529-12-618887/kpk-mulai-
kaji-ancaman-hukuman-mati-untuk-eks-mensos-juliari, idiakses ipada 21 Desember i2021 
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Sisi1i  lain,1i  dalam1i  UU1i  Korupsi1i  ihanya1i  imengatur1i  isatu1i  (1)1i  iPasal1i  iyang1i  

imengancam1i  pidanai1i  matii1i  sehingga1i  tidak1i  memberikan1i  efekitakut1i  kepada1i  

seseorang1i  untuk1i  melakukan1i  tindak1i  ipidana1i  korupsi1i  idiluar1i  yang1i  idiancam1i  

ihukum1i  mati.1i  Hukuman1i  yang1i  dianggap1i  kurang1i  berat1i  ini1i  malah1i  memberikan1i  

kesempatan1i  semakin1i  banyaknya1i  itindak1i  ipidana1i  ikorupsi1i  yang1i  terjadi.1i  

iTerlebih1i  mengenai1i  hukuman1i  mati1i  bagi1i  terpidana1i  korupsii1i  pada1i  ikeadaan1i  

dan1i  bencana1i  ialam1i  yang1i  terjadi.1i  Berdasarkan1i  iuraian1i  idiatas,1i  maka1i  penulis1i  

imerasa1i  itertarik1i  iuntuk1i  imeneliti1i  idalam1i  bentuk1i  skripsi1i  iyang1i  iberjudul:1i  

“Eksistensi1i  iSanksi1i  iPidana1i  iMati1i  iBagi1i  iPelaku1i  TindakiPidana1i  iKorupsi1i  

iDalam1i  iKeadaan1i  iTertentu1i  iDalam1i  Sistem1i  Pemidanaan1i  Di1i  Indonesia”. 

B. i  iPerumusan iMasalah idan iRuang iLingkup iPenelitian 

1. i  iRumusan iMasalah 

iBerdasarkan permasalahan diatas maka dapat dirumuskanlah masalah: 

a. Bagaimana1i  eksistensi1i  isanksi1i  ipidana1i  imati1i  ibagi1i  ipelaku1i  itindak1i  ipidana1i  

ikorupsi1i  idalam1i  ikeadaan1i  itertentu?1i   

b. Apakah1i  faktor1i  penghambat1i  penerapan1i  isanksi1i  ipidana1i  imati1i  ibagi1i  

ipelaku1i  itindak1i  ipidana1i  ikorupsi1i  idalam1i  ikeadaan1i  itertentu? 

2. i  iRuang iLingkup Penelitian 

Ruangi lingkupipembahasan ipenulisan iskripsi iini iadalah iruang ilingkup 

ihukum ipidana. Untuk memperoleh ipembahasan yang sistematis, sehingga 

sejalan dengan permasalahan diatas, imaka yang menjadi titik berat dari 

permbahasan penelitian ini yang bersangkutpautidengan isanksi ipidana imati 
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iibagi ipelaku itindak ipidana ikorupsi idalam ikeadaan itertentu sertaifaktor 

penghambat bagi penerapan sanksi pidana mati. i 

C. i  iTujuan idan Manfaat Penelitiani 

1. i iTujuan iPenelitian 

Berdasarkani permasalahan idi iatas, itujuan yang melatar belakangi  ipenelitian 

inii iadalah isebagai iberikut:i 

a. Untuki1i  mengetahui1i  makna1i  dari1i  eksistensi1i  sanksi1i  ipidana1i  imati1i  ibagi1i  

ipelaku1i  itindak1i  ipidana1i  ikorupsi1i  idalam1i  ikeadaan1i  itertentu.1i  i 

b. Untuki1i  imengetahui1i  ifaktor1i  penghambat1i  penerapan1i  isanksi1i  ipidana1i  

imati1i  ibagi1i  ipelaku1i  itindak1i  ipidana1i  ikorupsi1i  idalam1i  ikeadaan1i  itertentu.1i  i 

 

2. i iManfaat iPenelitian 

iManfaat iyang hendak dicapai pada ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: 

a. iManfaat iTeoritis 

Hasili idari ipenelitian inii idiharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu 

khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum pidanai terkaiti eksistensi isanksi 

ipidana imati ibagi ipelaku itindak ipidana ikorupsi idalam ikeadaan itertentu. i 

b. Manfaat Praktisi 

Secarai ipraktis, ihasil idari ipenelitian iini idiharapkan dapatimembuka 

icakrawala ipola ipikir idan imenjadi ibahan isumbangan ipemikiran ibagi ipara 

ipenegak ihukum dalam mengadili terpidana korupsi denganimempertimbangkan 

sanksi pidana.i 
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D. Kerangkai iTeori idan iKonseptual  

1. iKerangka iTeoritis 

Kerangkai iteoritis1i1i  1i  iadalah1i1i  1i  ikonsep–konsepi1i1i  1i  iyang1i  imerupakan1i  iabstraksi1i  

idan1i  ihasil1i  ipemikiran1i  iataui1i  ikerangka1i  iacuan1i  iyang1i  ipada1i  idasarnya1i  ibertujuan1i  

iuntuk1i  imengadakan1i  iidentifikasi1i  iterhadap1i  idimensi-dimensii1i  isosial1i  

yangidianggap1i  irelevan1i  ioleh1i  ipeneliti.1i  Penegakkanihukum1i  imerupakan1i  isuatu1i  

iusahaiuntuk1i  mewujudkani1i  iide1i  iide1i  ikeadilan,1i  ikepastian1i  ihukum1i  idan1i  

ikemanfaatan1i  isosial1i  imenjadi1i  ikenyataani.1i  iJadi1i  ipenegakkan1i  ihukum1i  ipada1i  

ihakikatnyai1i  iadalah1i  iproses iperwujudan iide–ide. iTeori iiyangi iakan 

idipergunakan iadalah: i 

a. Untuki iPembalasan iatau iRetributif iTheory 

Adaidua iversi iutamai idari iteori iretributif iyaitu ipembalasan idendam idan 

ipenebusan idosa. iPembalasan idendam imerupakanisuatu ipembenaran iyang 

iberakar iipada iipengalaman manusiai ibahwa isetiap iserangan iyang idilakukan 

iseseorang iakan menimbulkanireaksi idari ipihak iyang idiserang. iMisalnya 

ipenjatuhan ipidanai imati iterhadap ipelaku ipembunuhan. iSedangkan 

ipenebusan idosa imaksudnya iadalah ibahwa ihanya denganiipenderitaan isebagai 

iakibat ipemidanaan imakai ipenjahat idapat imenebus idosanya isehingga 

ipemidanaan iyang memakan iwaktu ilama dianggap sebagai ihal iyang iwajar.  

 
b. iTeori iPencegahan iatau iDeterrence iTheory i 

Terdapati iduai iversi itentang ipencegahan iyaitu ipencegahan iumum idan 

ipencegahan ikhusus. iPencegahan umumididasarkan ipada iasumsi ibahwa 

ipemidanaan ipelaku itindak ipidana isecara iindividu iakan imenjadi icontoh 
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ibagi individu iyang ilain isehingga imereka tidaki akan iberbuat tindak ipidana 

iyang sama. iPencegahan iumum inii menggunakan ipengaruh ipemidanaan iuntuk 

ditujukan ikepada imasyarakat iumum, iartinya ipencegahan itindak ipidana iingin 

dicapai imelalui ipemidanaan idengan imempengaruhi itingkah ilaku ianggota 

masyarakati agar itidak imelakukan itindak pidana imelalui pembentukani 

Undang-undangi yang ibersifat irepresif iterhadap itindak ipidana itertentu. 

Sedangkan ipencegahan ikhusus ididasarkan ipada iasumsi ibahwa ipemidanaan 

pelaku tindak ipidana iakan imenimbulkan efek ijera ikepada ipelaku iuntuk tidaki 

mengulangii tindaki pidananyai idi imasa iyangi iakan idatang. iPencegahan 

ikhusus iini imengarahkan isecara ilangsung ipengaruh ipemidanaan ikepada 

ipribadi iterpidana iagar itidak imelakukan itindak ipidana ilagi idengan 

imenghukum iiterpidana iselama-lamanyai idi ipenjara. i 

 
c. iUntuk iMembuat iPelaku iMenjadi iTidak iBerdaya i (Incapacitation)  

Tujuanipemidanaan imenurut teorii inii hampirisama idengan iTeori ipencegahan 

yaituiagar iseorang iterpidana itidak imengulangi itindak ipidananya imaka 

iterpidana iharus idipenjara iiselama-lamanyai isehingga iiia itidak imemiliki 

ikesempatan idan iakhirnya imenjadi itidak iberdaya iuntuk iberbuat itindak 

ipidana ilagi. i 

 
d. iUntuk iPemasyarakatan iatau iResosialisasi i (Rehabilitation) 

iTujuan dariipemidanaan iadalah iuntuk imembina ipelaku itindak ipidana 

isehingga iia idapat isadar idan ikembali ike imasyarakat.  

2. Konseptual  
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Konseptuali imerupakan ikerangka iyang imenghubungkan iatau imenggambarkan 

ikonsep–konsepi ikhusus iyang imerupakan ikumpulan idari artiiyang iberkaitan 

idengan iistilah itu. iBerdasarkan definisiitersebut, imaka ibatasan ipengertian 

idari iistilah iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah isebagai iberikut: i 

a. Eksistensi 

Dalamikamus ilengkap ibahasa iIndonesia, idijelaskan ibahwa: i “Eksistensi 

iartinya iKeberadaan, ikeadaan, iadanya.9 iSelain iitu idalam ikamus ibesar 

ibahasa iIndonesia idikemukakan ibahwa: i “Eksistensi: ikeberadaan, iadanya”.10 

iBerdasarkan ipenjelasan itersebut idi iatas, imaka iyang idimaksud 

idenganieksistensi iadalah isuatu ikeberadaan iatau ikeadaan ikegiatan iusahanya 

imasih iada idari idulu ihingga isampai isekarang idan imasih iditerima ioleh 

ilingkungan imasyarakat iperawang, danikeadaannya itersebut ilebih idikenal 

iatau ilebih ieksis idikalangan imasyarakat. i 

b. Sanksi iPidana iMati 

iSecara iumum ipidana imati ididefinisikan isebagai isuatu inestapa iatau 

ipenyiksaan iyang imemberikan ipenderitaan ikepada imanusia idan imelanggar 

inorma-norma iyang bertentangani dengani ikehidupan imanusia, idimana iantara 

ipidana imati isangat iberkaitan idengan ipidana idan ipemidanaan. iPidana idalam 

ihal ipemberian isanksi, isedangkan ipemidanaan ilebih idibebankan ikepada 

isipelaku itindak ipidana, idengan ipemberian ipidana imati idiharapkan 

imasyarakat idapat imelihat ibahwa ipelakunya ibenar-benar iditindak.11 I 

                                                            
9 iDessy iAnwar, iKamus iLengkap iBahasa iIndonesia, i (Surabaya: iAmelia, i2003), ihlm. i132. 
10 iEbta iSetiawaan, iKamus iBahasa iIndonesia, i (Jakarta: iPusat iBahasa, i2011), ihlm. i154. 
i11 iFransiska iNovita iEleanora. iEksistensi iPidana iMati iDalam Perspektif iHukum iPidana. 
Jurnal iTahun i29 iNomor i318 iMaret i2012, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Mpu 
Tantular, 2012), Hlm. 11. 
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c. Tindak Pidana Korupsi 

Tindak1i  iipidana1i  iikorupsi1i  imenurut1i  iblack1i  law1i  dictionary1i  iadalah1i  isuatu1i  

iperbuatan1i  iyang1i  idilakukan1i  idengan1i  imaksud1i  iuntuk1i  imemberikan1i  isuatu1i  

ikeuntungan1i  iyang1i  itidak1i  isesuai1i  idengan1i  ikewajiban1i  iresmi1i  idan1i  ihak-ihak1i  idari1i  

ipihak1i  ilain,1i  isecara1i  isalah1i  menggunakani1i  ijabatannya1i  iatau1i  ikarakternya1i  iuntuk1i  

imendapatkan1i  isuatu1i  ikeuntungan1i  untuk1i  dirinya1i  isendiri1i  iatau1i  untuk1i  orang1i  lain,1i  

ibersamaan1i  dengan1i  kewajibannya1i  dan1i  ihak-hak1i  idari1i  ipihak1i  ilain.12 

d. Keadaan1i  Tertentu 

Keadaan1i  itertentu1i  idalam1i  ketentuan1i  iUU1i  iNo.1i  i201i  iTahun1i  i20011i  itentang1i  

iPerubahan1i  iatas1i  iUU1i  iNo.1i  i311i  iTahun1i  i19991i  itentang1i  iPemberantasan1i  1i  iTindak1i  

iPidana1i  iKorupsi1i  adalah1i  ikeadaan1i  iyang1i  idapat1i  idijadikan1i  ialasan1i  ipemberatan1i  

ipidana1i  ibagi1i  ipelaku1i  itindak1i  ipidana1i  ikorupsi,1i  iyaitu1i  iapabila1i  itindak1i  ipidana1i  

itersebut1i  idilakukan1i  iterhadap1i  idana-danai1i  iyang1i  idiperuntukkan1i  bagii1i  

ipenanggulangan1i  ikeadaan1i  ibahaya,1i  ibencana1i  ialam1i  inasional,1i  ipenanggulangan1i  

iakibat1i  ikerusuhan1i  isosial1i  iyang1i  meluas,1i  penanggulangani1i  krisis1i  ekonomii1i  idan1i  

imoneter,1i  idan1i  ipengulangan1i  itindak1i  ipidana1i  ikorupsi.1i  iSelain1i  iitu1i  iterdapat1i  i301i  

ijenis1i  itindak1i  ipidana1i  idengan1i  i71i  iklasifikasi1i  ibesar,1i  yaitui1i  ikerugian1i  ikeuangan1i  

inegara,1i  isuap-menyuap,1i  ipenggelapan1i  idalam1i  ijabatan,1i  ipemerasan,1i  iperbuatan1i  

                                                            
12 iKejaksaan iNegeri iJakarta iBarat, iPermasalahan iSeputar iKerugian iKeuangan iNegara i 
(Tinjauan idari iPerspektif iPembuktian iHukum iPidana), iURL: ihttps://www.kejari-
jakbar.go.id/index.php /component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-
tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana, idiakses ipada i7 iJuli i2022. 

https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php%20/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana
https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php%20/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana
https://www.kejari-jakbar.go.id/index.php%20/component/k2/item/236-permasalahan-seputar-kerugian-keuangan-negara-tinjauan-dari-perspektif-pembuktian-hukum-pidana
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icurang, ikonflik ikepentingan idalam ipengadaan ibarang idan ijasa, igratifikasi 

iserta itindak ipidana ilain iyang iberkaitan idengan ikorupsi.13 i 

E. iSistematika iPenulisan  

iUntuk imempermudah idan imemahami iskripsi iini isecara ikeseluruhan, imaka 

isistematika ipenulisannya isebagai iberikut:i 

I. iPendahuluan 

Bab iinii imerupakan ipendahuluan iyang imemuat ilatar ibelakang imasalah, 

ipermasalahan idan iruang ilingkup, itujuan idan ikegunaan ipenelitian, ikerangka 

iteoritis idan ikonseptual, iserta imenguraikan itentang isistematika ipenulisan. i 

 
II. iTinjauan iPustaka 

iBab iini imerupakan ibab iyang imenjelaskan tentangipengertian-pengertiani 

iumum idari ipokok ibahasan iyang imemuat eksistensi isanksi ipidana imati ibagi 

ipelaku itindak ipidana ikorupsi idalam ikeadaan itertentu. i 

 
III. iMetode iPenelitian 

iBab iini menjelaskanimengenai ilangkah iyang iakan digunakanidalam 

ipendekatan imasalah, isumber idata, metodeipengumpulan idan ipengolahan idata 

idan ianalisis idata. i 

 
IV. iHasil iPenelitian iDan iPembahasan  

iBab iniimerupakan ipembahasan itentang iberbagai ihal iyang iterkait ilangsung 

idengan ipokok ipermasalahan iyang iakan idibahas idalam ipenelitian iini, iyaitu 

                                                            
13 iWicipto iSetiadi, iKorupsi iDi iIndonesia i (Penyebab, iBahaya, iHambatan idan iUpaya 
iPemberantasan, iSerta iRegulasi), i (Jakarta: iFakultas iHukum iUniversitas iPembangunan 
iNasional i “Veteran” iJakarta, i2018), ihlm. i249. 
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iuntuk imengetahuiieksistensi isanksi ipidana imati ibagi ipelaku itindak ipidana 

ikorupsi idalam ikeadaan itertentu. i 

 
V. iPenutup 

iBab iniiberisi itentang ihasil iakhir idari ipokok ipermasalahan iyang iditeliti 

iberupa ikesimpulan idan isaran idari ihasil ipenelitian iterhadap ipermasalahan 

iyang itelah idibaha



 
 

 

II.   iTINJAUAN iPUSTAKA 

 

A. iTeori iPemidanaan  

Pemidanaan imerupakan ibagian ipenting idalam ihukum ipidana ihal itersebut 

idikatakan idemikian ikarena ipemidanaan imerupakan ipuncak idari iseluruh 

iproses mempertanggungjawabkani iseseorang iyang itelah ibersalah imelakukan 

itindak ipidana. i”A icriminal ilaw iwithout isentencing iwould imorely ibe ia 

ideclaratory isystem pronouncingi ipeople iguilty iwithout iany iformal 

iconsequences ifollowing iform ithat iguilt”. iHukum ipidana itanpa ipemidanaan 

iberarti imenyatakan iseseorang ibersalah itanpa iada iakibat iyang ipasti iterhadap 

ikesalahannya itersebut.  iDengan idemikiani, ikonsepsi itentang ikesalahan 

imempunyai ipengaruh iyang iisignifikan iterhadap ipengenaan pidanaidan iproses 

ipelalsanaannya. iJika ikesalahan idipahami isebagai i”dapat idicela”, imaka idi 

isini ipemidanaan imerupakan i”perwujudan idari icelaan” itersebut.14 

iSudarto imenyatakan ibahwa i”pemidanan” iadalah isinomin idengan iperkataan 

ipenghukuman. iLebih ilanjut iSudarto imengatakan: i 

”Penghukuman berasal dari kata dasar ”hukum”, sehingga dapat diartikan 
sebagai penetapan hukum atauimemutus beratkan tentang hukumnya. 
Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya 
menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akantetapi juga bidang 
hukumi lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb. sehingga 
menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah tersebut harus 
disempitkan artinya. iPengertian penghukuman dalam perkara pidana 

                                                            
14 iChairul iHuda, iDari iTiada iPidana iTanpa iKesalahan iMenuju iKepada iTiada 
iPertanggungjawaban iPidana iTanpa iKealahan. iTinjauan iKritis iTerhadap iTeori iPemisahan 
iTindak iPidana idan iPertanggungjawaban iPidana. i (Jakarta: iKencana iPrenada iMedia, i2006)  
ihlm. i125 
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kerapkali sinonim dengan ”pemidanaan” atau ”pemberian/ penjatuhan 
pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini juga mempunyai makna 
yang sama dengan “sentence” atau “veroordeling”, misalnya dalam 
pengertian “sentence conditionaly” atau “voorwaardelijk veroordeeid” 
yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”.” i  
 

iSedangkan iW.A. i iBonger imenyatakan ibahwa ipemidanaan iadalah isebagai 

iberikut: 

“Menghukum adalah mengenakan penderitaan. iMenghukum sama artinya 
dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga 
merupakan penderitaan. iHukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan 
yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) denganisadar. 
Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu 
kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut 
perhitungan akal. iJadi “unsur pokok” baru hukuman , ialah “tentangan yang 
dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar” 

Pemidanaani1i  imerupakan1i  isuatu1i  itindakan1i  iterhadap1i  iseseorang1i  iyang1i  

imelakukan1i  itindak1i  ipidana,1i  idapat1i  idibenarkan1i  isecara1i  inormal1i  ibukan1i  ikarena1i  

ipemidanaan1i  iitu1i  imengandung1i  ikonsekuensi-konsekuensiipositif1i  ibagi1i  isi1i  

ipelaku1i  ipidana,1i  ikorban1i  iatau1i  imasyarakat.1i  iKarena1i  iitu1i  iteori1i  iini1i  idisebut1i  ijuga1i  

iteori1i  ikonsekuensialisme.1i  iPidana1i  idijatuhkan1i  bukanikarena1i  iseseorang1i  itelah1i  

iberbuat1i  ijahat1i  itetapi1i  ipidana1i  idijatuhkan1i  iagar1i  ipelaku1i  ikejahatan1i  itidak1i  ilagi1i  

iberbuat1i  ijahat1i  idan1i  iorang1i  ilain1i  itakut1i  iuntuk1i  imelakukan1i  ikejahatan.1i  

iPemidanaan1i  iitu1i  isama1i  isekali1i  ibukan1i  idimaksudkan1i  isebagai1i  iupaya1i  balas1i  

idendam1i  imelainkan1i  isebagai1i  iupaya1i  ipembinaan1i  ibagi1i  iseseorang1i  iyang1i  

imelakukan1i  itindak1i  ipidana1i  isekaligus1i  isebagai1i  iupaya1i  ipreventif1i  iterhadap1i  

iterjadinya1i  ikejahatan1i  iserupa.1i  iTujuan1i  ipemidanaan1i  terdapat1i  perlindungan1i  

masyarakat1i  idan1i  perlindungan1i  atau1i  pembinaan1i  terhadap1i  pelakunya.15 

                                                            
15 iSepta iChandra, iRestorative iJustice: iSuatu iTinjauan iTerhadap iPemnabaharuan iHukum 
iPidana iDi iIndonesia, iditampilkan idalam iJurnal iRechtsvinding iVolume i2 iNomor2, 
iAgustsus i2013, ihlm. i266 
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Disisi lainidalam teori pemidanaan ijuga imerupakan isuatu i “reaksi iatas idelik, 

idan iberwujud isuatu iinestapa iyang idengan isengaja iditimpakan negaraikepada 

ipembuat delit iitu”.16 iNestapa iyang iditempakan ikepada ipembuat idelik 

ibukanlah isuatu itujuan iyang berakhitidicita-citakani imasyarakat, itetapi 

inestapa ihanyalah isuatu itujuan iyang iterdekat. iHukum iPidana idalam 

iusahanya iuntuk imencapai itujuan-tujuannya itidaklah isemata-matai idengan 

imenjatuhkan ipidana, itetapi idengan ijalan menggunakanitindakan-tindakan. i 

iMenurut iiRoeslan iSaleh, i “Tindakan idapat idipandang isebagai isuatu isanksi, 

tetapiitidak ibersifat ipembalasan idan iditujukan isemata-mata ipada iprevensi 

ikhusus, idan itindakan idimaksudkan iuntuk imenjaga ikeamanan imasyarakat 

iterhadap iancaman ibahayanya”.17 

Teori pemidanaaniberkembang imengikuti ikehidupan imasyarakat isebagai 

ireaksi iyang itimbul idari iberkembangnya ikejahatan iitu isendiri iyang 

imewarnai ikehidupan isosial imasyarakat idari imasa ike imasa. Dalamidunia 

iilmu ihukum ipidana iada ibeberapa iteori ipemidanaan iyaitu: i 

a. iTeori iRetributif  

iTeori iini iberfokus ipada ihukuman/pemidanaani sebagaiisuatu ituntutan imutlak 

iuntuk imengadakan ipembalasan (vergelding) iterhadap iorang-orang iyang itelah 

imelakukan iperbuatan ijahat. iTeori iini iada idua corak, iyaitu iicorak isubjektif i 

(subjectif ivergeldingi) yaitu ipembalasan ilangsung iditujukan kepada ikesalahan 

iisi iipembuat; ikedua iadalah icorak iobjektif, iyaitu ipembalasan iditujukan 

                                                            
16 iRoeslan iSaleh, iHukum iPidana iSebagai iKonfrontasi iManusia idan iManusia, i (Jakarta: 
iGhalia iIndonesia, i1983), ihlm.5 
17 iRoeslan iSaleh, iStelsel iPidana iIndonesia i (Jakarta: iAksara iBaru, i1983), ihlm.9. 
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isekedar ipada iperbuatan iapa iyang itelah idilakukan ioleh iorang iyang 

bersangkutan. i 

b. Teori Deterrence (Teorii iPencegahan)  

Tujuani ipemidanaan isebagai ideterrence ieffect iini, idapat idibagi imenjadi 

ipenjeraan iumum i (general ideterrence) dani ipenjeraan ikhusus i (individual ior 

ispecial ideterrence), isebagaimana yangidikemukan ioleh iBentham ibahwa:  

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished 
delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular 
prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention 
which is applicable to all members of the comunity without exception.” 18 

 

Tujuanipemidanaan iuntuk prevensiiumum idiharapkan imemberikan iperingatan 

ikepada imasyarakat isupaya itidak iimelakukan ikejahatan, isedangkan iuntuk 

iprevensi ikhusus idimaksudkan ibahwa idengan ipidana iyang idijatuhkan 

imemberikan ideterrence ieffect ikepada isi ipelaku isehingga itidak imengulangi 

iperbuatannya ikembali. 

c. Teorii Treatment (Teori iPembinaan/Perawatan) i  

Treatmenti1i  isebagai1i  itujuan1i  ipemidanaan1i  idikemukakan1i  ioleh1i  ialiran1i  ipositif1i  

iyang1i  iberpendapat1i  ibahwa1i  ipemidanaan1i  isangat1i  ipantas1i  idiarahkan1i  ikepada1i  

ipelaku1i  ikejahatan,1i  ibukan1i  ipada1i  iperbuatannya.1i  iNamun1i  ipemidanaan1i  iyang1i  

idimaksudkan1i  ioleh1i  ialiran1i  iini1i  iuntuk1i  imemberi1i  tindakaniperawatan1i  i1i  

(treatment)1i  idan1i  iperbaikan1i  i1i  (rehabilitation)1i  ikepada1i  ipelaku1i  ikejahatan1i  

                                                            
18 C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan 
Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), 
hlm. 79 



17 
 

isebagai1i  penggantiidari1i  ipenghukuman.1i  iArgumen1i  ialiran1i  ipositif1i  iini1i  

iidilandaskan1i  ipada1i  ialasan1i  ibahwa1i  ipelaku1i  ikejahatan1i  iadalah1i  iorang1i  iyang1i  

isakit1i  isehingga1i  membutuhkanitindakan1i  iperawatan1i  i1i  (treatment)1i  idan1i  iperbaikan1i  

i1i  (rehabilitation). 

d. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat)  

Teoriiini berkembang idari iteori i “bio-sosiologis” ioleh iFerri. iPandangan iini 

ijuga iditerima idan idigunakan ioleh iUnionInternationale ide iDroit iPenal iatau 

iInternationale iKriminalistische iVereinigung i (IKU) iatau iInternationale 

iAssociation iFor iCriminology i (berdiri i1 iJanuai i1889) iyang ididirkan 

danidipimpin ioleh iAdolphe iPrins, iGeradus iAntonius ivan iHamel, idan 

iiFranz ivan iLiszt. iTokoh itersebut imenerima idan imengakui ikebenaran idan 

ikeabsahan itemuan-temuan ihasil itudi antropologi idan isosiologis iterhadap 

ifenomena ikejahatan. iMereka ijuga imengakui ibahwa ipidana iadalah isalah 

isatu ialat iyang ipaling iampuh iuntuk imemerangi ikejahatan. iNamun isanksi 

ipidana ibukanlah isatu-satunya ialat iuntuk imelawan ikejahatan, ipidana iharus 

idipadukan idengan ikebijakan isosial, ikhususnya idengan itindakan-tindakan 

ipreventif. 

iSecara1i  itradisional,1i  iteori1i  itentang1i  ipemidanaan1i  idibagi1i  idalam1i  idua1i  ikelompok1i  

iteori,1i  iyaitu1i  iteori1i  iabsolut1i  idan1i  iteori1i  irelatif.1i  iNamun1i  idalam1i  

iperkembangannya1i  imuncul1i  iteori1i  iketiga1i  iyang1i  imerupakan1i  igabungan1i  idari1i  

ikedua1i  iteori1i  idiatas,1i  iyang1i  idikenal1i  idengan1i  iteori1i  igabungan.1i  iJadi1i  ipada1i  

iumumnya1i  iteori1i  ipemidanaan1i  iitu1i  idibagi1i  ike1i  idalam1i  itiga1i  ikelompok1i  iteori,1i  

iyaitu:1i   
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a. iTeori Absolut atau Teori ipembalasan (Vergeldings Theorien)  

Menurut1i  iteori1i  iini1i  ipidana1i  idijatuhkan1i  isemata-mata1i  ikarena1i  iorang1i  itelah1i  

imelakukan1i  ikejahatan1i  iatau1i  itindak1i  ipidana.1i  iTeori1i  iini1i  idiperkenalkan1i  ioleh1i  

iKent1i  idan1i  iHegel.1i  iTeori1i  iAbsolut1i  ididasarkan1i  ipada1i  ipemikiran1i  ibahwa1i  ipidana1i  

itidak1i  ibertujuan1i  iuntuk1i  ipraktis,1i  iseperti1i  imemperbaiki1i  ipenjahat1i  itetapi1i  ipidana1i  

imerupakan1i  ituntutan1i  imutlak,1i  ibukan1i  ihanya1i  isesuatu1i  iyang1i  iperlu1i  idijatuhkan1i  

itetapi1i  imenjadi1i  ikeharusan,1i  idengan1i  ikata1i  ilain1i  ihakikat1i  ipidana1i  iadalah1i  

ipembalasan1i  i1i  (revegen).1i  iSebagaimana1i  iyang1i  idinyatakan1i  iMuladi1i  ibahwa:1i   

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 
kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan 
terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan 
bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang 
telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang 
harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 
kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan 
keadilan.”19 

Darii iteori idi iatas, inampak ijelas ibahwa ipidana imerupakan isuatu ituntutan 

ietika, idimana iseseorang iyang imelakukan ikejahatan iakan idihukum idan 

ihukuman iitu imerupakan isuatu ikeharusan iyang isifatnya iuntuk imembentuk 

isifat idan imerubah ietika idari iyang ijahat imenjadi ilebih ibaik. 20 

b. iTeori iRelatif iatau iTujuan i (Doel iTheorien)  

iTeori1i  irelatif1i  iatau1i  iteori1i  itujuan,1i  iberpokok1i  ipada1i  idasar1i  ibahwa1i  ipidana1i  iadalah1i  

ialat1i  iuntuk1i  imenegakkan1i  itata1i  itertib1i  i1i  (hukum)1i  idalam1i  imasyarakat.1i  iTeori1i  iini1i  

iberbeda1i  idengan1i  iteori1i  iabsolut,1i  idasar1i  ipemikirannya1i  iadalah1i  ipenjatuhan1i  

                                                            
19i Zainal iAbidin iFarid, iHukum iPidana i1, i (Sinar iGrafika, iJakarta: i2007), ihlm. i11. 
20 iIbid. 
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ipidana1i  imempunyai itujuan iuntuk imemperbaiki isikap imental iatau imembuat 

ipelaku ipidana itidak iberbahaya ilagi, idibutuhkan iproses ipembinaan isikap 

imental. iMenurut iMuladi itentang iteori iini ibahwa: 

 “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana 
mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju 
kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk 
mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan 
untuk pemuasan absolut atas keadilan.” 21 

Teorii1i  iini1i  imenunjukkan1i  itujuan1i  ipemidanaan1i  isebagai1i  isarana1i  ipencegahan,1i  

ibaik1i  ipencegahan1i  ikhusus1i  i1i  (speciale1i  ipreventie)1i  iyang1i  iditujukan1i  ikepada1i  

ipelaku1i  imaupun1i  ipencegahan1i  iumum1i  i1i  (general1i  ipreventie)1i  iyang1i  iditujukan1i  ike1i  

imasyarakat.1i  iTeori1i  irelatif1i  iini1i  iberasas1i  ipada1i  itiga1i  itujuan1i  iutama1i  ipemidanaan1i  

iyaitu1i  ipreventif,1i  idetterence,1i  idan1i  ireformatif.1i  iTujuan1i  ipreventif1i  i1i  (prevention)1i  

iuntuk1i  imelindungi1i  imasyarakat1i  idengan1i  imenempatkan1i  ipelaku1i  ikejahatan1i  

iterpisah1i  idari1i  imasyarakat.1i  iTujuan1i  imenakuti1i  i1i  (detterence)1i  iuntuk1i  

imenimbulkan1i  irasa1i  itakut1i  imelakukan1i  ikejahatan,1i  ibaik1i  ibagi1i  iindividual1i  ipelaku1i  

iagar1i  itidak1i  imengulangi1i  iperbuatanya,1i  imaupun1i  ibagi1i  ipublik1i  isebagai1i  ilangkah1i  

ipanjang.1i  iSedangkan1i  itujuan1i  iperubahan1i  i1i  (reformation)1i  iuntuk1i  imengubah1i  isifat1i  

ijahat1i  isi1i  ipelaku1i  idengan1i  idilakukannya1i  ipembinaan1i  idan1i  ipengawasan,1i  

isehingga1i  inantinya1i  idapat1i  ikembali1i  imelanjutkan1i  ikebiasaan1i  ihidupnya1i  isehari-

hari1i  isebagai1i  imanusia1i  iyang1i  isesuai1i  idengan1i  inilai-nilai1i  iyang1i  iada1i  idi1i  

imasyarakat. 

 
3.1i  i1i  iTeori1i  iGabungan/Moderni1i  i1i  (Vereningings1i  Theorien)1i   

Teorii1i  igabungan1i  iatau1i  iteori1i  imodern1i  imenyatakan1i  ibahwa1i  itujuan1i  ipemidanaan1i  

ibersifat1i  iplural,1i  ikarena1i  imenggabungkan1i  iantara1i  iprinsip-prinsip1i  irelatif1i  i1i  

                                                            
21 Ibid. 
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(tujuan)1i  idan1i  iabsolut1i  i1i  (pembalasan)1i  isebagai1i  isatu1i  ikesatuan.1i  iTeori1i  iini1i  

imengandung1i  ikarakter ipembalasan isejauh ipemidanaan idilihat isebagai isuatu 

ikritik imoral idalam imenjawab itindakan iyang isalah. iSedangkan ikarakter 

itujuannya iterletak ipada iide ibahwa itujuan ikritik imoral itersebut iialah isuatu 

ireformasi iatau iperubahan iperilaku iterpidana di kemudian ihari. iTeori iini 

idiperkenalkan ioleh iPrins, iVan iHammel, iVan iList idengan ipandangan 

isebagai berikut: 22 

1. Tujuani iterpenting ipidana iadalah imembrantas ikejahatan isebagai isuatu 
igejala imasyarakat.  

2. Ilmui ihukum ipidana idan iperundang-undangan ipidana iharus 
imemperhatikan ihasil istudi iantropologi idan isosiologis.  

3. iPidana iialah isuatu idari iyang ipaling iefektif iyang idapat idigunakan 
ipemerintah iuntuk imemberantas ikejahatan. iPidana ibukanlah isatu-satunya 
isarana, ioleh ikarena iitu ipidana itidak iboleh idigunakan itersendiri iakan 
itetapi iharus idigunakan idalam ibentuk ikombinasi idengan iupaya 
isosialnya.  

 

Pandangani idiatas menunjukkan ibahwa iteori iini imensyaratkan iagar 

ipemidanaan iitu imemberikan ipenderitaan ijasmani ijuga ipsikologi. 

Sehubungani idengan iperkembangan iteori ipemidanaan tersebut di atas, iperlu 

idikemukakan pendapat Stan Ley iE.Grupp. iMenanggapi iperkembangan iteori 

tentang ipemidanaan iia imengatakan, ibahwa ikelayakan isuatu iteori 

ipemidanaan itergantung pada:  

1. iAnggapan-anggapani iseseorang terhadap ihakekat imanusia; 
2. iInformasi iyang iditerima iseseorang isebagai iilmu ipengetahuan iyang 

ibermanfaat;  
3. iMacam idan iluas ipengetahuan iyang idirasakan iseseorang iyang 

imungkin idicapai;  

                                                            
22 Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses 
Pidana, (Liberty:Yogyakarta), hlm. 47. 
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4. iPenilaian iterhadap ipersyaratan-persyaratan iuntuk imenerapkan iteori 
itertentu, idan ikemungkinan-kemungkinan iyang ibenar-benar idapat 
idilakukan iuntuk imenemukan ipersyaratan-persyaratan itertentu.23 

iIndonesia imerupakan inegara iyang imenganut iteori igabungan, iuntuk iteori 

ipembalasan diaturidalam iPasal i10 iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana 

itentang ipidana imati idan iUndang-Undang No. i15 iTahun i2003 itentang 

iTindak iPidana iTerorisme, isedangkan iteori itujuan idiatur ijenis-jenis 

ipemidanaan idalam iKitab iUndang-Undang iHukum iPidana tentangipidana 

kurungan idan penjara. i 

Konsep irancangan Kitab iUndang-Undang iHukum iPidana tahun 2004, teori 

gabungan juga diterapkan yaitu idalam iPasal 51 iayat i (2) menegaskan ibahwa i 

“Pemidanaan itidak idimaksudkan iuntuk imenderitakan idan tidak diperkenankan 

merendahkan martabat manusia”. PenjelasanipadaiPasal 51 iniimenyatakan bahwa 

pemidanaanimerupakan suatu proses. Ketentuan ini menerapkan tujuan ganda. 

Tujuan pertamaiyakni pandangan perlindungan masyarakati dan tujuan kedua 

merupakan pemidanaan bukan isaja iuntuk imerehabilitasi namun ijuga 

imeresosialisasi iterpidana idan imengintegrasikan iyang ibersangkutan kedalam 

imasyarakat. i 

 

B. i iTindak iPidana iKorupsi  

1. i  iTindak iPidana iKorupsi di Indonesia 

iIstilah iKorupsi iberasal dariikata ilatin i”corruptio” iatau i”corruptus” iyang 

iberarti ikerusakan iatau ikebobrokan, iatau iperbuatan itidak jujuriyang idikaitkan 

                                                            
23 Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan 
Guru Besar F.H UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990, hlm.52-53 
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idengan ikeuangan. iAda ipula iyang iberpendapat ibahwa idari isegi iistilah 

i”korupsi” iyang iberasal idari ikata i”corrupteia” iyang idalam ibahasa iLatin 

iberarti i”bribery” iatau i”seduction”, imaka iyang idiartikan i”corruptio” idalam 

ibahasa iLatin iialah i”corrupter” iatau i”seducer”. i”Bribery” dapati idiartikan 

isebagai imemberikan ikepada iseseorang iagar iseseorang itersebut iberbuat iuntuk 

ikeuntungan ipemberi. iSementara i”seduction” berartiisesuatu iyang imenarik 

iagar iseseorang imenyeleweng. 

 
Dalami1i  iBlack’s1i  iLaw1i  iDictionary,1i  ikorupsi1i  iadalah1i  iperbuatan1i  iyang1i  idilakukan1i  

idengan1i  imaksud1i  iuntuk1i  imemberikan1i  isuatu1i  ikeuntunganiyang1i  itidak1i  resmi1i  

idengan1i  ihak-hak1i  idari1i  ipihak1i  ilain1i  isecara1i  isalah1i  imenggunakan1i  ijabatannya1i  iatau1i  

ikarakternya1i  iuntuk1i  mendapatkan1i  suatuikeuntungan1i  untuk1i  dirinya1i  sendiriiatau1i  

orang1i  lain,1i  berlawanan1i  dengan1i  kewajibannya1i  dan1i  hak-hak1i  dari1i  pihak1i  lain.24
1i  i 

 
Dalami Undang-Undangi Nomori 31 Tahuni i1999i sebagaimanai telahi diubah 

olehi Undang-Undangi Nomori 20i Tahuni 2001i tentangi Pemberantasani Tindak 

Pidanai Korupsii tidaki ditemukani rumusani ataui definisii apai sebenarnyai yang 

dimaksudi dengani tindaki pidanai korupsi. Namuni demikian, i mengingati kedua 

undang-undangi inii adalahi undang-undangi yangi saati inii berlakui (Hukum 

positif)i makai tidaki adai salahnyai apabilai padai bagiani inii diuraikani tipologi 

ataui bentuki perbuatani yangi dapati dikategorikani sebagaii tindaki pidana 

korupsii menuruti keduai Undang-Undangi ini. Tidaki adai definisii bakui dari 

tindaki pidanai korupsi. Akani tetapii secarai umum, pengertiani tindaki pidana 

korupsii adalahi suatui perbuatani curangi yangi merugikani keuangan negara. 

                                                            
24 Chaerudin DKK, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT 
Refika Aditama, Bandung, hlm 2 
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Ataui penyelewengani ataui penggelapani uangi negarai untuki kepentingani 

pribadii daniorangi lain.25 Korupsii adalahi suatui tindakani pidanai yang 

memperkayai dirii sendirii dengani secarai langsungi ataui tidaki merugikan 

keuangani dani perekonomiani negara.26i 

 
Tindaki pidanai korupsii (Tipikor)i merupakani pelanggarani terhadapi hak-hak 

masyarakat,i baiki ekonomii maupuni sosial. Tindaki pidanai korupsii puni tidak 

lagii digolongkani sebagaii kejahatani biasai (ordinary crimes),i melainkani telah 

menjadii kejahatani luar biasai (extra-ordinary crimes).i 

 
Akibati darii korupsi,I penderitaani selalui dialamii olehi masyarakat,i terutama 

yangi beradai dibawahi garisi kemiskinan.i Adapuni unsur-unsuri dominani yang 

melekati padai tindakani korupsii tersebuti adalahi sebagaii berikut:i 

a. Setiapi korupsii bersumberi padai kekuasaani yangi didelegasikani (delegated 

power, iderived ipower). Pelaku-pelakui korupsii adalahi orang-orangi yang 

memperolehi kekuasaani ataui wewenangi darii perusahaani ataui negarai dan 

memanfaatkannyai untuki kepentingan-kepentingani lain.  

b. Korupsii melibatkani fungsii gandai yangi kontradiktifi darii pejabat-pejabat 

yangi melakukannya.i 

c. Korupsii dilakukani dengani tujuani untuki kepentingan pribadi,i link,i atau 

kelompok.i Olehi karenai itu,i korupsii akani senantiasai bertentangani dengan 

keuntungani organisasi,i kepentingani negarai ataui kepentingani umum.i 

d. Orang-orangi yangi mempraktikkani korupsi,i biasanyai berusahai untuk 

merahasiakani perbuatannya.i Inii disebabkani karenai setiapi tindakani korupsi 

                                                            
25 Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 15.  
26 J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 61 
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padai hakikatnyai mengandungi unsuri penipuani dani bertentangani dengan 

hukum.i  

e. Korupsii dilakukani secarai sadari dani disengajai olehi parai pelakunya. Dalam 

hali inii tidaki adai keterkaitani antarai tindakani korupsi dengani kapasitas 

rasionali pelakunya. Dengani demikian,i korupsii jelasi dapati diberikani dari 

mal-administrasii ataui salah urus.27 

Syedi Huseni Alatasi menyatakani bahwai korupsii dapati dikelompokkani kei 

dalami beberapai bentuk,i sebagaii berikut :28  

a. Korupsii Transaktif.i Korupsii inii adalahi suatui bentuki korupsii yang 

dilakukani atasi dasari kesepakatani timbali baliki antarai pihaki pemberii dan 

pihaki penerimai darii keuntungani pribadii masingi untuki mencapai 

keuntungani tersebut. i  

b. Korupsii Ekstortifi (Memeras).i Korupsii inii adalahi suatui bentuki korupsi 

dimanai terdapati unsuri paksaan,i yaitui pihaki pemberii dipaksai untuk 

melakukani penyuapani gunai mencegahi terjadinyai kerugiani bagii dirinya, 

kepentingannya, iorang-orang,i atau ihal-hal iyang penting ibaginya.  

c. Korupsii Nepotistik i(Perkerabatan). iKorupsi iini iadalah isuatu ibentuk 

ikorupsi idengan imelakukan ipenunjukan isecara itidak isah iterhadap ikawan 

ataui kerabati untuki memegangi suatui jabatani publik,i ataui tindakani yang 

memberikani perlakuani istimewai dalami bentuki uangi ataui bentuki lain 

kepadai merekai secarai bertentangani dengani normai ataui ketentuani yang 

berlaku.i  
                                                            
27 Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 169-
170 
28 Chaerudin DKK, Op.Cit, hlm 39 
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d. Korupsii Investif.i Korupsii inii adalahi suatui bentuki korupsii yangi berwujud 

pemberiani barangi ataui jasai tanpai adai keterkaitani langsungi dengan 

keuntungani tertentu, melainkani mengharapkani suatui keuntungani yangi 

akani diperolehi dii masai depan.  

e. Korupsi iSuportif (Dukungan). iKorupsi iini iadalah isuatu ibentuk ikorupsi 

yangi berbentuki upayai penciptaani suasanai yangi dapati melanggengkan, 

melindungii dani memperkuati korupsii yangi sedangi dijalankan.  

f. Korupsii Autogenik.i Korupsii inii adalahi suatu bentuki korupsii yang 

dilakukani secarai individuali untuki mendapatkani keuntungani karena 

memahamii dani mengetahuii sertai mempunyaii peluangi terhadapi obyek 

korupsii yangi tidaki diketahuii olehi orangi lain.  

g. Korupsii Defensif. Korupsii inii adalahi suatui bentuki korupsii yangi 

dilakukani olehi korbani korupsii dalami rangkai mempertahankani diri 

terhadapi upayai pemerasani terhadapi dirinya. 

iHukum itindak ipidana iKorupsi idi iIndonesia iDasar iHukumnya iadalah 

iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i1999 ijo iUndang-Undang iNomor i20 

iTahun i2001, ihal iini isesuai idengan ikeputusan iTap. iMPR iNomor 

iXI/MPR/1998 ikemudian iditetapkan iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i1999 

ijo iUndang-Undang iNomor i20 iTahun i2001 itentang iPemberantasan iTindak 

iPidana iKorupsi iyang imulai iberlaku isejak itanggal i16 iAgustus i1999, idan 

idimuat idalam iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1999 iNomor 

140.29 

                                                            
29 Ade Fajar Rezky, Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jurnal Hukum Pidana (Medan: Universitas Sumatera 
Utara , 2018). hlm 13.  
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Secarai garisi besari perbuatani terlarangi dalami UUi No.i 31i Tahuni 1999i jo. i 

UUi Noi 20i Tahuni 2001 iterkualifikasi idengan isebutan itindak ipidana ikorupsi 

dan itindak ipidana iyang iberkaitan idengan itindak ipidana ikorupsi. iJenis-jenis 

tindaki pidanai korupsii yaitu:30 

a. Melawani1i  hukumi1i  untuki1i  memperkayai1i  dirii1i  dani1i  dapati1i  merugikani1i  

keuangan1i  negarai1i  adalahi1i  korupsi1i  (Pasal1i  21i  ayat1i  1).1i   

b. Menyalahgunakani1i  kewenangan1i  untuk1i  imenguntungkan1i  idiri1i  isendiri1i  dan1i  

dapat1i  merugikan1i  ikeuangan1i  negara1i  adalah1i  korupsi1i  (Pasal1i  3).1i   

c. Menyuap1i  ipegawai1i  negeri1i  adalah1i  korupsi1i  (Pasal1i  51i  ayat1i  11i  huruf1i  a,1i  pasal1i  51i  

ayat1i  11i  huruf1i  b).1i   

d. Memberi1i  hadiah1i  kepada1i  pegawai1i  negeri1i  karena1i  jabatannya1i  adalah1i  korupsi1i  

(pasal1i  13).1i   

e. Pegawai1i  inegeri1i  menerima1i  suap1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  51i  ayat1i  2,1i  pasal1i  121i  

huruf1i  a,1i  pasal1i  121i  huruf1i  b).1i   

f. Pegawai1i  inegeri1i  menerima1i  hadiah1i  yang1i  berhubungan1i  dengan1i  jabatannya1i  

adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  11).1i   

g. Menyuap1i  ihakimi1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  61i  ayat1i  11i  huruf1i  a).1i   

h. Menyuap1i  advokat1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  61i  ayat1i  11i  huruf1i  b).1i   

i. Hakim1i  dan1i  Advokat1i  menerimai1i  suap1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  61i  ayat1i  2).1i   

j. Hakim1i  imenerima1i  suap1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  121i  huruf1i  c).1i   

k. Advokat1i  menerimai1i  suap1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  121i  huruf1i  d).1i   

l. Pegawai1i  inegeri1i  menggelapkan1i  uang1i  atau1i  membiarkan1i  penggelapan1i  adalah1i  

korupsi1i  (pasal1i  8).1i   

                                                            
30 Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek, (Yogyakarta: Pustaka 
Pena, 2010) hlm 6-12 
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m. Pegawai1i  negeri1i  imemalsukan1i  buku1i  untuk1i  pemeriksaan1i  administrasi1i  adalah1i  

korupsi1i  (pasal1i  9).1i   

n. Pegawai1i  inegeri1i  imerusak1i  bukti1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  101i  huruf1i  a).1i   

o. Pegawai1i  inegeri1i  membiarkan1i  orang1i  ilain1i  merusak1i  bukti1i  adalah1i  korupsi1i  

(pasal1i  101i  huruf1i  b).1i   

p. Pegawaii1i  negerii1i  membantu1i  orang1i  lain1i  merusak1i  bukti1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  

101i  huruf1i  c).1i   

q. Pegawai1i  negeri1i  memeras1i  iadalah1i  korupsi1i  (pasal1i  121i  huruf1i  e,1i  pasal1i  121i  huruf1i  

f).1i   

r. Pegawai1i  negeri1i  memeras1i  pegawai1i  negeri1i  lain1i  adalah1i  korupsii1i  (pasal1i  121i  

huruf1i  f).1i   

s. Pemborong1i  berbuat1i  curang1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  71i  ayat1i  11i  huruf1i  a).1i   

t. .Pengawas1i  proyek1i  imembiarkan1i  perbuatan1i  curang1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  71i  

ayat1i  11i  huruf1i  b).1i   

u. Rekanani1i  TNI/Polri1i  berbuat1i  curang1i  adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  71i  ayat1i  11i  huruf1i  c).1i   

v. Pengawas1i  irekanan1i  TNI/Polri1i  membiarkan1i  perbuatan1i  curang1i  adalah1i  korupsi1i  

(pasal1i  71i  ayat1i  11i  huruf1i  d1i  ).1i   

w. Penerima1i  barang1i  TNI/Polri1i  imembiarkan1i  perbuatan1i  curang1i  adalah1i  korupsi1i  

(pasal1i  71i  ayat1i  2).1i   

x. Pegawai1i  negeri1i  imenyerobot1i  tanah1i  negara1i  sehingga1i  merugikan1i  orang1i  lain1i  

adalah1i  korupsi1i  (pasal1i  121i  huruf1i  h).1i   

y. Pegawaii1i  negeri1i  turut1i  serta1i  dalam1i  pengadaan1i  yang1i  diurusnya1i  adalah1i  korupsi1i  

(pasal1i  121i  huruf1i  i).1i   
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z. Pegawai1i  negeri1i  menerima1i  gratifikasi1i  dan1i  tidak1i  lapor1i  KPKiadalah1i  korupsi1i  

(pasal1i  121i  B). 

Subjekidelikikorupsi1i  menurut1i  Martiman1i  Prodjohamidjojo1i  dalam1i  Undang-1i  

Undang1i  Nomor1i  311i  Tahun1i  1999,1i  terbagi1i  dalam1i  dua1i  kelompok,1i  yang1i  kedua-

duanya1i  jika1i  melakukan1i  perbuatan1i  pidana1i  diancam1i  sanksi.1i  Pelakuiataupun1i  subjek1i  

delik1i  tersebut1i  adalah1i  manusia,1i  ikorporasi,1i  pegawai1i  negeri,1i  dan1i  setiap1i  orang.31 

Ada1i  beberapaiperumusan1i  delik1i  dalam1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  diantaranya1i  

adalah:32
1i   

a. Memperkayaidiri1i  atau1i  orang1i  lain1i  secara1i  melawan1i  hukum1i   

Perumusani1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  menurut1i  pasal1i  21i  ayat1i  11i  UndangUndang1i  

Nomor1i  311i  Tahun1i  19991i  adalah1i  setiap1i  orang1i  (orang-1i  perorangan1i  atau1i  korporasi)1i  

yang1i  memenuhi1i  unsur1i  atau1i  elemen1i  dari1i  pasalitersebut,1i  dengan1i  demikian1i  pelaku1i  

tindak1i  pidana1i  korupsi1i  menurut1i  pasal1i  ini1i  adalah1i  “Setiap1i  orang”,1i  tidak1i  ada1i  

keharusan1i  pegawai1i  negeri.1i  Jadi,1i  juga1i  dapat1i  dilakukanioleh1i  orang1i  yang1i  tidak1i  

berstatus1i  sebagai1i  pegawai1i  negeri1i  ataui1i  korporasi,1i  yang1i  dapat1i  berbentuk1i  badan1i  

ihukum1i  atau1i  perkumpulan.1i   

 
b. Melakukan1i  iperbuatan1i  memperkaya1i  diri1i  sendiri1i  atau1i  orang1i  lain1i  atau1i  

korporasi1i   

Adapun1i  perbuatan1i  memperkaya1i  diri1i  sendiri1i  atau1i  orang1i  lain1i  atau1i  korporasi1i  yang1i  

dilakukan1i  menurut1i  elemen1i  iinii1i  adalah:1i   

                                                            
31 Evi Hartanti, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, ed. kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 
21 
32 Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Citra Aditya, 2002), hlm. 29-32 
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1. Memperkaya1i  diri1i  sendiri,1i  artinyai1i  dengan1i  perbuatan1i  melawan1i  hukum1i  itu1i  

pelaku1i  menikmati1i  bertambahnya1i  kekayaan1i  atau1i  harta1i  benda1i  miliknya1i  

sendiri.1i   

2. Memperkayai1i  orang1i  lain,1i  yaitu1i  akibat1i  perbuatan1i  melawan1i  hukum1i  dari1i  

pelaku1i  ada1i  orang1i  lain1i  yang1i  menikmati1i  bertambahnya1i  kekayaannya1i  atau1i  

bertambahnya1i  harta1i  bendanya.1i  Jadi1i  iyang1i  diuntungkan1i  bukan1i  pelaku1i  

langsung.1i   

3. Memperkaya1i  korporasi,1i  atau1i  mungkin1i  juga1i  imendapat1i  keuntungan1i  dari1i  

perbuatan1i  melawan1i  hukum1i  iyang1i  idilakukan1i  oleh1i  pelaku1i  adalah1i  suatu1i  

korporsi,1i  yaitui1i  kumpulan1i  orang1i  atau1i  kumpulan1i  kekayaan1i  yang1i  

terorganisasi,1i  baik1i  merupakan1i  badan1i  hukum1i  maupun1i  bukan1i  badan1i  hukum1i  

(pasal1i  11i  angka1i  11i  Undang-1i  Undang1i  Nomor1i  311i  Tahun1i  1999).1i   

c. Merugikan1i  ikeuangan1i  inegara1i  atau1i  perekonomian1i  negara1i   

Apabila1i  perbuatan1i  itu1i  dapat1i  merugikan1i  keuangan1i  inegara1i  atau1i  perekonomian1i  

negara,1i  perbuatan1i  pidana1i  sudah1i  selesai1i  dan1i  sempurna1i  dilakukan.1i  Adapun1i  yang1i  

dimaksud1i  dengan1i  ikeuangani1i  negara1i  adalah1i  seluruh1i  kekayaan1i  negara1i  dalam1i  

bentuk1i  apapun,1i  yang1i  dipisahkan1i  atau1i  yang1i  tidak1i  dipisahkan,1i  termasuk1i  di1i  

dalamnya1i  segala1i  bagiani1i  kekayaan1i  negara1i  dani1i  segala1i  hak1i  dan1i  ikewajiban1i  yang1i  

timbul1i  karena1i  berada1i  idalami1i  penguasaan,1i  pengurusan1i  dan1i  pertanggungjawaban1i  

pejabat,1i  lembaga1i  negara,1i  baik1i  di1i  tingkat1i  pusat1i  maupun1i  di1i  daerah.1i  Sedangkan1i  

yang1i  dimaksud1i  dengan1i  perekonomian1i  negara1i  adalah1i  kehidupan1i  perekonomian1i  

yang1i  disusun1i  sebagai1i  usaha1i  bersama1i  berdasarkan1i  asas1i  kekeluargaan1i  yang1i  

didasarkan1i  pada1i  kebijakan1i  Pemerintah,1i  baik1i  di1i  itingkat1i  ipusat1i  maupun1i  di1i  daerah.1i  

iHukumannya1i  adalah1i  pidana1i  penjara1i  seumur1i  hidup1i  atau1i  pidana1i  penjara1i  paling1i  
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singkat1i  41i  tahun1i  dan1i  paling1i  lama1i  201i  tahun1i  dan1i  denda1i  paling1i  sedikit1i  

Rp.200.000.000,-1i  dan1i  paling1i  banyak1i  Rp.1.000.000.000,-.1i   

 
Delik1i  idalam1i  ipasal1i  31i  (penyalahgunaan1i  kewenangan,1i  kesempatan1i  atau1i  sarana),1i  

yang1i  pertama1i  sekali1i  perlu1i  dipahami,1i  bahwa1i  ipelaku1i  itindak1i  pidana1i  menurut1i  pasal1i  

31i  Undang-1i  Undang1i  Nomor1i  311i  Tahun1i  19991i  ini1i  iadalah1i  setiap1i  orang,1i  yakni1i  orang1i  

perorangan1i  dan1i  korporasi1i  yang1i  menyalahgunakan1i  kewenangan,1i  ikesempatan1i  atau1i  

sarana1i  yangi1i  adai1i  padanyai1i  karena1i  jabatan1i  atau1i  kedudukannya.1i   

 
Pertanggungjawaban1i  pidana1i  dalam1i  idelik1i  korupsi1i  lebih1i  luas1i  dari1i  hukum1i  pidana1i  

umum.1i  Hal1i  itu1i  nyatai1i  dalam1i  hal,1i  kemungkinan1i  penjatuhani1i  pidana1i  secara1i  in1i  

absentia1i  (Pasal1i  231i  ayat1i  (1)1i  sampai1i  ayat1i  (4)1i  Undang-Undang1i  Pemberantasan1i  

Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  1971,1i  ipasal1i  381i  ayat1i  (1),(2),(3)1i  dan1i  (4)1i  Undang-Undang1i  

Pemberantasan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  1990).1i  iPerampasan1i  barang-barang1i  yang1i  

telah1i  disita1i  bagi1i  terdakwa1i  yangi1i  telah1i  meninggal1i  dunia1i  sebelum1i  ada1i  putusan1i  

yang1i  tidak1i  dapat1i  diubah1i  lagi1i  (Pasal1i  231i  ayat1i  (5)1i  Undang-Undang1i  iPemberantasan1i  

Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  1971,1i  Pasal1i  381i  ayat1i  (5)1i  Undang-Undang1i  Pemberantasan1i  

Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  1999),1i  bahkan1i  ikesempatan1i  banding1i  tidak1i  ada.1i  

Perumusan1i  delik1i  dalami1i  Undang-Undang1i  Pemberantasan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  

19711i  yang1i  sangat1i  luas1i  ruang1i  lingkupnya,1i  terutama1i  unsur1i  ketiga1i  pada1i  Pasal1i  11i  

ayat1i  (1)1i  sub1i  (a)1i  dan1i  (b)1i  Undang-Undang1i  iPemberantasan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  

1971,1i  Pasal1i  21i  dan1i  31i  Undang-Undang1i  pemberantasan1i  tindak1i  pidana1i  Korupsi1i  

1999.1i  iPenafsiran1i  kata1i  “menggelapkan”1i  pada1i  delik1i  penggelapan1i  (Pasal1i  4151i  Kitab1i  

Undang-Undang1i  Hukum1i  Pidana)1i  oleh1i  Yurisprudensi1i  baik1i  di1i  Belanda1i  maupun1i  di1i  

Indonesia1i  sangat1i  luas.1i  iUraian1i  mengenai1i  perluasan1i  pertanggungjawaban1i  pidana1i  
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tersebut1i  di1i  atas1i  dilanjutkan1i  di1i  bawah1i  ini,1i  ipasal1i  ini1i  diadopsi1i  menjadi1i  Pasal1i  81i  

Undang-Undang1i  Pemberantasan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  2001.33 

 
2.  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia  

Menurut1i  UU1i  Nomor1i  301i  Tahun1i  20021i  tentang1i  Komisi1i  Pemberantasan1i  Tindak1i  

Pidana1i  Korupsi,1i  pemberantasan1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  adalah1i  serangkaian1i  

tindakan1i  untuk1i  mencegah1i  dan1i  memberantas1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  melalui1i  upaya1i  

koordinasi,1i  supervisi,1i  monitor,1i  penyelidikan,1i  penyidikan,1i  penuntutan,1i  dan1i  

pemeriksaan1i  di1i  sidang1i  pengadilan,1i  dengan1i  peran1i  serta1i  masyarakat1i  berdasarkan1i  

peraturan1i  perundang-undangan1i  yang1i  berlaku. 

Upaya1i  untuk1i  memberantas1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  melalui1i  koordinasi,1i  supervisi,1i  

monitor,1i  penyelidikan,1i  ipenuntutan1i  dani1i  pemeriksaan1i  di1i  sidang1i  1i  merupakan1i  suatu1i  

tugas1i  dan1i  tanggung1i  jawab1i  isebuah1i  badan1i  yang1i  bernama1i  Komisi1i  Pemberantasan1i  

Korupsi.1i  iKomisi1i  Pemberantasan1i  Korupsi1i  adalah1i  lembaga1i  negara1i  yang1i  dalam1i  

melaksanakan1i  tugas1i  dan1i  wewenangnya1i  bersifat1i  independen1i  dan1i  bebas1i  dari1i  

pengaruh1i  kekuasaan1i  manapun.1i  iKomisi1i  Pemberantasan1i  Korupsi1i  dibentuk1i  dengan1i  

tujuan1i  meningkatkan1i  idaya1i  guna1i  dan1i  hasil1i  guna1i  terhadap1i  upaya1i  pemberantasan1i  

tindak1i  pidana1i  korupsi. 

 
Tugas1i  iKomisi1i  Pemberantasan1i  iKorupsi1i  sebagai1i  mana1i  diatur1i  dalam1i  Pasal1i  61i  

Undang-undang1i  iNomor1i  301i  Tahun1i  20021i  sebagai1i  berikut:1i   

a. Melakukan1i  koordinasi1i  dengan1i  instansi1i  yang1i  berwenang1i  melakukan1i  

Pemberantasan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi.1i  iDalam1i  melaksanakan1i  tugas1i  

                                                            
33 Andi hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, ed. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), hlm. 93. 
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koordinasi1i  dengan1i  instansi1i  yang1i  berwenang1i  menaklukan1i  Pemberantasan1i  

Tindak1i  iPidana1i  iKorupsi,1i  Komisi1i  Pemberantasan1i  Korupsi:1i   

1. Mengkoordinasikan1i  penyelidikan,1i  penyidikan,1i  dan1i  penuntutan1i  terhadap1i  

Tindak1i  iPidanai1i  Korupsi.1i   

2. Menetapkan1i  sistem1i  pelaporan1i  dalam1i  kegiatan1i  pemberantasan1i  Tindak1i  

Pidana1i  iKorupsi1i   

3. Meminta1i  iinformasi1i  itentang1i  kegiatan1i  pemberantasan1i  tindak1i  pidana1i  

korupsi1i  kepada1i  instansi1i  yang1i  terkait1i   

4. Melaksanakan1i  dengan1i  ipendapat1i  atau1i  pertemuan1i  instansi1i  iyang1i  

berwenang1i  melakukan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i   

5. Meminta1i  ilaporan1i  iinstansi1i  terkait1i  mengenaipencegahan1i  Tindak1i  Pidana1i  

Korupsi1i   

b. Melakukan1i  super1i  visi1i  terhadap1i  instansi1i  yang1i  berwenang1i  melakukan1i  

Pemberantasan1i  iTindak1i  iPidana1i  Korupsi,1i  instansi1i  yang1i  berwenang1i  adalah1i  

badan1i  pemeriksa1i  keuangan,1i  ibadan1i  pengawas1i  keuangan1i  dan1i  ipembangunan,1i  

komisi1i  pemeriksa1i  kekayaan1i  penyelenggaraan1i  Negara,1i  inspektorat1i  dan1i  

departemen1i  atau1i  lembaga1i  pemerintah1i  non1i  departemen.1i  iPelaksanaan1i  tugas1i  

super1i  visi1i  KPK,1i  iyang1i  merupakan1i  instansi1i  iberwenang1i  dalam1i  melakukan1i  

Pemberantasan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  ialah:1i   

1. Melakukan1i  pengawasan,1i  ipenelitian1i  atau1i  penelaahan1i  terhadap1i  instansi1i  

yang1i  menjalankan1i  tugas1i  dan1i  wewenang1i  yang1i  berkaitan1i  dengan1i  

pemberantasan1i  tindak1i  pidana1i  korupsi,1i  dani1i  instansi1i  yang1i  dalam1i  

imelaksanakan1i  pelayanan1i  publik.1i   
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2. Mengambili1i  alih1i  penyidikan1i  atau1i  penuntutan1i  iterhadap1i  pelaku1i  tindak1i  

pidana1i  ikorupsi1i  yang1i  sedang1i  dilakikan1i  oleh1i  kepolisian1i  atau1i  kejaksaan 

 
c. Melakukan1i  ipenyelidikan,1i  ipenyidikan1i  idan1i  ipenuntutan1i  terhadap1i  Tindak1i  

Pidana1i  Korupsi:1i  dalam1i  imelaksanakan1i  tugas1i  penyelidikan,1i  penyidikan,1i  dan1i  

penuntutan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi,1i  Komisi1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  

berwenang1i  imempunyai1i  itugas:1i   

1. Melakukani1i  penyadapan1i  idani1i  merekam1i  pembicaraan1i   

2. Memerintahkan1i  kepada1i  instansi1i  yang1i  terkait1i  untuk1i  melarang1i  seseorang1i  

bepergiani1i  keluar1i  inegri1i   

3. Memintai1i  keterangan1i  kepada1i  bank1i  atau1i  lembaga1i  keuangan1i  tentang1i  

keaadaan1i  keuangan1i  tersangka1i  iatau1i  iterdakwa1i  yang1i  sedang1i  diperiksa1i   

4. Memerintahkan1i  kepada1i  bank1i  atau1i  lembaga1i  keuangan1i  lainnya1i  untuk1i  

memblokir1i  rekeningi1i  yang1i  ididuga1i  tersangka1i  iataupun1i  iterdakwa1i   

5. Meminta1i  data1i  kekayaan1i  dan1i  data1i  perpajakan1i  tersangka1i  atau1i  terdakwa1i  

kepada1i  instansi1i  yang1i  terkait1i   

6. Menghentikan1i  sementara1i  suatu1i  transaksi1i  keuangan,1i  transaksi1i  

perdagangan,1i  dan1i  iperjanjian1i  ilainnya1i  iatau1i  pencabutan1i  isementara1i  

iperijinan,1i  lisensi1i  serta1i  konsensi1i  yang1i  dilakukan1i  atau1i  idimiliki1i  oleh1i  

tersangka1i  atau1i  terdakwa1i  yang1i  diduga1i  iterbuktii1i  dengan1i  adanya1i  tindak1i  

pidana1i  korupsi1i   

7. Meminta1i  bantuan1i  ikepada1i  iInterpol1i  Indonesia1i  atau1i  instansi1i  penegak1i  

hukum1i  Negara1i  lain1i  untuk1i  melakukan1i  pencairan,1i  penangkapan,1i  dan1i  

penyitaan1i  barangi1i  buktii1i  di1i  luar1i  negri 
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8. Meminta1i  ibantuan1i  ikepada1i  polisi1i  atau1i  instansi1i  lain1i  yang1i  terkait1i  untuk1i  

melakukan1i  penangkapan,1i  penahanan,1i  penggeledahan1i  penyitaan,1i  dalam1i  

perkara1i  iTindak1i  iPidana1i  iKorupsi1i  iyang1i  sedang1i  ditangani.1i   

 
d. Melakukan1i  tindakan-tindakan1i  pencegahan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi.1i  Dalam1i  

melaksanakan1i  tugas1i  pencegahan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi,1i  Komisi1i  

Pemberantasan1i  iKorupsi1i  iberwenang:1i   

1. Melakukan1i  ipendaftaran,1i  dan1i  ipemeriksaan1i  terhadap1i  laporan1i  harta1i  

kekayaan1i  ipenyelenggaraan1i  iNegara.1i   

2. Menerima1i  laporani1i  dan1i  imenetapkan1i  istatus1i  igratifikasi.1i   

3. Menyelenggarakan1i  program1i  pendidikan1i  ianti1i  ikorupsi1i  ipada1i  setiap1i  jenjang1i  

pendidikan.1i   

4. Merancang1i  dan1i  mendorong1i  terlaksananya1i  program1i  sosialisasi1i  

pemberantasan1i  tindak1i  pidana1i  korupsi.1i   

5. Melakukan1i  kampanye1i  anti1i  Korupsi.1i   

6. Melakukan1i  ikerjasama1i  ibilateral1i  atau1i  multilateral1i  dalam1i  pelaksanaan1i  

Tindak1i  iPidana1i  iKorupsi.1i   

e. Melakukan1i  monitor1i  terhadap1i  penyelenggaraan1i  pemerintah1i  Negara1i  dalam1i  

melaksanakan1i  tugas1i  monitor1i  terhadap1i  penyelenggaraan1i  pemerintah1i  Negara,1i  

Komisi1i  Pemberantasan1i  Korupsi1i  berwenang:1i   

1. Melakukan1i  pengkajian1i  terhadap1i  sistem1i  pengelola1i  administrasi1i  disemua1i  

lembaga1i  iNegara1i  idan1i  ipemerintah1i   

2. Memberi1i  saran1i  kepada1i  pimpinan1i  lembaga1i  Negara1i  dan1i  pemerintah1i  untuk1i  

melakukan1i  iperubahan1i  jika1i  berdasarkan1i  hasil1i  pengkajian1i  sistem1i  

pengelolaan1i  iadministrasi1i  itersebut1i  iberpotensi1i  korupsi1i   
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3. Melaporkan1i  ikepada1i  Presiden1i  Republik1i  Indonesia,1i  dewan1i  perwakilan1i  

rakyat1i  Republik1i  Indonesia,1i  dan1i  badan1i  pemeriksa1i  keuangan,1i  jika1i  saran1i  

Komisi1i  iPemberantasan1i  iKorupsi1i  imengenai1i  usulan1i  perubahan1i  tersebut1i  

tidak1i  diindahkan. 

 

C.  Hukuman Mati dalam Perundang-undangan di Indonesia 

1.  Hukuman Mati dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

Kitab1i  Undang-Undang1i  Hukum1i  Pidana1i  (KUHP)1i  iyang1i  masih1i  berlaku1i  di1i  

Indonesia,1i  merupakan1i  warisan1i  Belanda.1i  iSampai1i  saat1i  ini1i  ketentuan1i  hukuman1i  

mati1i  masih1i  berlaku1i  ikarena1i  ketentuan1i  Pasal1i  101i  KUHP1i  belum1i  dilakukan1i  

perubahan.1i  Dalam1i  Pasal1i  101i  KUHP,1i  ijenis1i  pidana1i  dibedakan1i  menjadi1i  2,1i  yaitu1i  

pidana1i  pokok1i  dan1i  pidana1i  tambahan.1i  iPidana1i  pokok1i  terdiri1i  dari1i  pidana1i  mati,1i  

ipidana1i  penjara;1i  pidana1i  kurungan;1i  dan1i  ipidana1i  denda.1i  iSedangkan1i  pidana1i  

tambahan1i  terdiri1i  dari:1i  pencabutan1i  beberapa1i  hak1i  yang1i  tertentu;1i  iperampasan1i  

barang1i  yang1i  tertentu;1i  dan1i  pengumuman1i  putusan1i  hakim.1i  iPidana1i  mati1i  di1i  dalam1i  

hukum1i  positif1i  di1i  Indonesia1i  merupakan1i  pidana1i  pokok.1i   

Setidaknya1i  terdapat1i  101i  (sepuluh)1i  i1i  tindak1i  pidana1i  idalam1i  KUHP1i  yang1i  diancam1i  

dengan1i  pidana1i  mati.1i  iTindak1i  pidana1i  tersebut1i  terdapat1i  dalam1i  Pasal1i  104,1i  Pasal1i  

1111i  ayat1i  (2),1i  Pasal1i  1241i  ayat1i  (3),1i  Pasal1i  1401i  ayat1i  (4),1i  Pasal1i  340,1i  Pasal1i  3651i  ayat1i  

(4)1i  Pasal1i  444,1i  Pasal1i  124,1i  Pasal1i  1271i  dan1i  129,1i  dan1i  Pasal1i  3681i  ayat1i  (2).34 

                                                            
34 Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, (Jakarta: Aksara Baru 1998), halaman 93. 
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Dalam1i  iperundang-undangan1i  Indonesia1i  (KUHP)1i  ancaman1i  pidana1i  mati1i  masih1i  

dipertahankan1i  dalam1i  itindak1i  pidana1i  tertentu1i  yang1i  tergolong1i  kejahatan1i  serius1i  

seperti:1i   

a. Kejahatan1i  terhadap1i  negara1i  (Pasal1i  104,1i  1111i  ayat1i  (2)1i  dan1i  Pasal1i  1241i  ayat1i  (3)1i  

KUHP);1i   

b. Pembunuhan1i  berencana1i  (Pasal1i  1401i  ayat1i  (3),1i  Pasal1i  3401i  KUHP);1i   

c. Pencurian1i  dan1i  pemerasan1i  yang1i  dilakukan1i  dengan1i  keadaan1i  yang1i  

memberatkan1i  (Pasal1i  3651i  ayat1i  (4)1i  dan1i  Pasal1i  3681i  ayat1i  (2)1i  KUHP);1i   

d. Pembajakan1i  di1i  laut1i  (Pasal1i  4441i  KUHP). 

Pidana1i  mati1i  idalam1i  pembaharuan1i  hukum1i  pidana1i  imasih1i  diakui1i  khususnya1i  dalam1i  

konteks1i  iRancangan1i  Kitab1i  Undang-undang1i  Hukum1i  pidana.1i  Dipertahankannya1i  

pidana1i  mati1i  dalam1i  pembaharuan1i  ihukum1i  pidana1i  ini1i  didasarkan1i  pada1i  ide1i  

menghindari1i  tuntutan/reaksi1i  masyarakat1i  iyangi1i  bersifat1i  balas1i  dendam,1i  

emosional,1i  sewenang-wenang,1i  tak1i  terkendali,1i  atau1i  bersifat1i  extralegal1i  execution.1i  

Disediakannya1i  ipidana1i  mati1i  dimaksudkan1i  untuk1i  memberikan1i  saluran1i  

emosi/tuntutani1i  masyarakat,1i  tidaki1i  tersedianya1i  ipidana1i  mati1i  dalam1i  Undang-

undang,1i  bukan1i  merupakan1i  jaminan1i  tidak1i  adanya1i  pidana1i  mati1i  dalam1i  ikenyataan1i  

di1i  masyarakat,1i  oleh1i  karena1i  itu1i  untuk1i  menghindari1i  emosi1i  balas1i  dendam1i  

pribadi/masyarakat1i  iyang1i  itidak1i  rasional,1i  idipandang1i  ilebih1i  baik1i  dan1i  lebih1i  

bijaksana1i  jika1i  pidana1i  mati1i  tersebut1i  tetap1i  dipertahankan1i  keberadaannya1i  dalam1i  

Undang-undang.35 

                                                            
35 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), 
hlm. 235 
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Pasal1i  281i  A1i  UUD1i  19451i  imenuntut1i  adanya1i  interprestasi1i  extensif,1i  agar1i  melahirkan1i  

rumusan1i  hukum1i  yang1i  proporsional1i  terhadap1i  hukuman1i  mati.1i  iPaling1i  tidak1i  

argumen1i  untuk1i  imemperkuat1i  keberadaan1i  hukuman1i  mati1i  adalah:1i   

1. Pidana1i  mati1i  menjamin1i  bahwa1i  si1i  penjahat1i  tidak1i  akan1i  iberkutik1i  lagi.1i  

Masyarakat1i  itidak1i  iakan1i  diganggu1i  lagi1i  oleh1i  orang1i  ini1i  isebab1i  “mayatnya1i  

telah1i  dikuburkan1i  sehingga1i  itidak1i  iperlu1i  takut1i  ilagi1i  terhadap1i  terpidana”.1i   

2. Pidana1i  imati1i  imerupakan1i  suatu1i  alat1i  represi1i  iyang1i  ikuat1i  bagi1i  pemerintah.1i   

3. Dengan1i  alat1i  represi1i  yang1i  kuat1i  inii1i  kepentingan1i  masyarakat1i  dapat1i  terjamin1i  

sehinggadengan1i  demikian1i  ketentraman1i  dan1i  iketertiban1i  hukum1i  dapat1i  

dilindungi.1i   

4. Terutama1i  jika1i  pelaksanaan1i  eksekusi1i  di1i  depan1i  umum1i  idiharapkan1i  timbulnya1i  

rasai1i  takut1i  iyang1i  lebih1i  besar1i  untuk1i  iberbuat1i  kejahatan.1i   

5. Dengan1i  idijatuhkan1i  serta1i  dilaksanakan1i  pidana1i  mati1i  diharapkan1i  adanya1i  

seleksi1i  buatan1i  sehingga1i  masyarakat1i  dibersihkani1i  dari1i  unsur-unsur1i  jahat1i  dan1i  

buruk1i  dan1i  diharapkan1i  akan1i  terdiri1i  atas1i  warga1i  yang1i  baik1i  saja.36 

Negera1i  Indonesia1i  masih1i  memberlakukan1i  hukuman1i  mati1i  bagi1i  siapa1i  saja1i  yang1i  

melanggar1i  kejahatan-kejahatan1i  tertentu1i  yang1i  telah1i  diatur1i  dalam1i  undang-undang.1i  

Diantara1i  kejahatan-kejahatan1i  yang1i  diancam1i  dengan1i  pidana1i  mati1i  adalah1i  antara1i  

lain:1i   

a. Makar1i  imembunuh1i  Kepala1i  Negara1i  (pasal1i  104)1i  yaitu:1i  ”Makar1i  dengan1i  

maksud1i  membunuh1i  Presiden1i  iatau1i  Wakil1i  Presiden,1i  atau1i  dengan1i  maksud1i  

merampas1i  kemerdekaan1i  mereka1i  atau1i  imenjadikan1i  mereka1i  tidak1i  mampu1i  

                                                            
36 Djoko Prakoso, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab). (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 35 
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memerintah,1i  diancam1i  dengan1i  pidana1i  mati1i  iatau1i  ipenjara1i  seumur1i  hidup1i  atau1i  

pidana1i  selama1i  waktu1i  tertentu,1i  paling1i  lama1i  dua1i  puluh1i  tahun;1i   

b. Mengajak1i  ataui1i  menghasut1i  negara1i  lain1i  menyerang1i  Indonesia1i  (Pasal1i  1111i  ayat1i  

(2))1i  yaitu:1i  ”Jika1i  permusuhan1i  atau1i  perang1i  sungguh1i  terjadi,1i  diancam1i  dengan1i  

pidana1i  mati1i  atau1i  ipidana1i  penjara1i  seumur1i  hidup1i  atau1i  penjara1i  selama1i  waktu1i  

tertentu1i  paling1i  lamai1i  duai1i  puluh1i  tahun;1i   

c. Melindungi1i  iatau1i  menolong1i  musuh1i  yang1i  berperang1i  melawan1i  Indonesia1i  

(Pasal1i  1241i  ayat1i  (3))1i  yaitu:1i  ”Pidana1i  mati1i  atau1i  pidana1i  penjara1i  seumur1i  hidup1i  

atau1i  selama1i  waktu1i  tertentu1i  paling1i  lama1i  dua1i  puluh1i  tahun1i  dijatuhkan,1i  jika1i  si1i  

pembuat:1i  Pertama,1i  Memberitahu1i  atau1i  menyerahkan1i  kepada1i  musuh,1i  

menghancurkan1i  atau1i  merusak1i  sesuatu1i  atau1i  tempat1i  atau1i  pos1i  yang1i  diperkuat1i  

atau1i  diduduki,1i  suatu1i  alat1i  penghubung,1i  gudang1i  persediaan1i  perang,1i  atau1i  kas1i  

perang1i  ataupun1i  angkatan1i  laut,1i  angkatan1i  darat1i  atau1i  bagian1i  dari1i  padanya,1i  

merintangi,1i  menghalang-halangi1i  iatau1i  menggagalkan1i  sesuatu1i  usaha1i  untuk1i  

menggenangi1i  iair1i  atau1i  iusaha1i  tentang1i  tentara1i  lainnya1i  yang1i  direncanakan1i  atau1i  

diselenggarakan1i  untuk1i  menangkis1i  atau1i  menyerang.1i  iKedua,1i  Menyebabkan1i  

atau1i  melancarkan1i  itimbulnya1i  huruhara,1i  pemberontakan1i  atau1i  desersi1i  

dikalangan1i  angkatan1i  perang;1i   

d. Membunuh1i  iKepala1i  iNegara1i  Sahabat1i  (Pasal1i  1401i  ayat1i  (3))1i  yaitu1i  ”Jika1i  makar1i  

terhadap1i  nyawa1i  dilakukan1i  dengan1i  rencana1i  serta1i  berakibat1i  maut,1i  diancam1i  

dengan1i  pidana1i  mati1i  atau1i  pidana1i  penjara1i  seumur1i  hidup1i  atau1i  penjara1i  selama1i  

waktu1i  tertentu1i  paling1i  lama1i  dua1i  puluh1i  tahun;1i   

e. Pembunuhan1i  iyang1i  idirencanakan1i  lebih1i  dulu1i  (Pasal1i  1401i  ayat1i  (3)1i  dan1i  Pasal1i  

340)1i  yaitu:1i  ”Barang1i  siapa1i  sengaja1i  dan1i  dengan1i  rencana1i  lebih1i  dahulu1i  
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merampas1i  nyawa1i  orangi1i  laini1i  diancam,1i  karena1i  pembunuhan1i  dengan1i  rencana1i  

(moord)1i  dengan1i  pidana1i  mati1i  iatau1i  ipidana1i  penjara1i  seumur1i  hidup1i  atau1i  selama1i  

waktu1i  tertentu,1i  palingi1i  lamai1i  dua1i  puluh1i  tahun; 

Dalam1i  penerapan1i  vonis1i  mati1i  terhadap1i  pidana1i  mati1i  tidak1i  adalagi1i  unsur1i  politik1i  

yang1i  dapat1i  mempengaruhi1i  dalam1i  penegakan1i  hukum1i  dan1i  keadilan1i  dimaksud.1i  

Mahkamah1i  konstitusi1i  juga1i  memberikan1i  beberapa1i  catatan1i  penting,1i  sebagaimana1i  

dituangkan1i  dalam1i  pertimbangan1i  hukum1i  putusan,1i  salah1i  satunya1i  adalah1i  ke1i  depan,1i  

dalam1i  rangka1i  pembaruan1i  hukum1i  pidana1i  nasional1i  dan1i  harmonisasi1i  peraturan1i  

perundangundangani1i  yang1i  terkait;1i  iImplementasi1i  pidana1i  mati1i  tidak1i  harus1i  

langsung1i  di1i  eksekusi,1i  tapi1i  diberikan1i  kesempatan1i  101i  tahun1i  untuk1i  menunjukan1i  

bahwa1i  dia1i  patut1i  idiabolisi1i  iatau1i  di1i  ganti1i  dengan1i  penjara1i  seumur1i  hidup.1i   

Pidana1i  mati1i  tidak1i  idapat1i  dijatuhkan1i  terhadap1i  anak-anak1i  yang1i  belum1i  dewasa;1i  

dengan1i  pidana1i  mati,1i  imaka1i  perumusan,1i  penerapan,1i  maupun1i  pelaksanaan1i  pidana1i  

mati1i  idalam1i  sistem1i  iperadilan1i  pidana1i  di1i  Indonesia1i  hendaklah1i  memperhatikan1i  

dengan1i  isungguh-sungguh:1i  bahwa1i  pidana1i  mati1i  bukan1i  lagi1i  merupakan1i  pidana1i  

pokok,1i  imelainkan1i  isebagai1i  ipidana1i  yang1i  bersifat1i  khusus1i  dan1i  alternatif;1i  pidana1i  

mati1i  idapat1i  dijatuhkan1i  idengan1i  imasa1i  percobaan1i  selama1i  sepuluh1i  tahun1i  yang1i  

eksekusi1i  pidana1i  mati1i  terhadap1i  perempuan1i  hamil1i  idan1i  iseseorang1i  yang1i  sakit1i  jiwa1i  

ditangguhkan1i  sampai1i  iperempuan1i  hamil1i  tersebut1i  melahirkan1i  dan1i  terpidana1i  yang1i  

sakit1i  jiwa1i  itersebut1i  isembuh. 
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2. Hukuman Mati dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 

Penjatuhani1i  pidana1i  imati1i  membuat1i  aparat1i  penegak1i  hukum1i  yang1i  dalam1i  hal1i  ini1i  

jaksa1i  dani1i  hakim1i  haruslah1i  cermat1i  dalam1i  melihat1i  iapakah1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  

yang1i  dilakukan1i  oleh1i  ipelaku1i  tersebut1i  dilakukan1i  dalam1i  keadaan1i  tertentu1i  atau1i  

tidak1i  sesuai1i  idengan1i  ketentuan1i  UU1i  Pemberantasan1i  Tindak1i  Pidana1i  Korupsi1i  

(PTPK).1i  Dalam1i  UU1i  PTPK1i  memang1i  telah1i  terdapat1i  instrumen1i  hukum1i  yang1i  

mengatur1i  bagaimana1i  koruptor1i  idapat1i  dijatuhi1i  sanksi1i  pidana1i  mati1i  yaitu1i  melalui1i  

Pasal1i  21i  ayat1i  (2)1i  UU1i  iPTPK1i  yang1i  dirumuskan1i  sebagai1i  berikut:1i  “Dalam1i  hal1i  

tindak1i  pidana1i  korupsi1i  sebagaimana1i  dimaksud1i  dalam1i  ayat1i  (1)1i  dilakukan1i  dalam1i  

keadaan1i  tertentu,1i  pidana1i  mati1i  dapat1i  dijatuhkan.” 

Akan1i  itetapi1i  ipenjatuhan1i  pasal1i  ini1i  tidak1i  dapat1i  dijatuhkan1i  mandiri,1i  karena1i  harus1i  

mengacu1i  atau1i  idipenuhinya1i  iterlebih1i  dahulu1i  unsur-unsur1i  yang1i  terdapat1i  dalam1i  

ketentuan1i  iPasal1i  21i  ayat1i  (1)1i  UU1i  PTPK.1i  iHali1i  inii1i  dapat1i  dilihat1i  dari1i  ketentuan1i  

Pasal1i  21i  ayat1i  (2)1i  UU1i  PTPK1i  iyang1i  merumuskan1i  “...sebagaimana1i  dirumuskan1i  pada1i  

ayat1i  (1)1i  dilakukan1i  ...”1i  Ketentuan1i  yang1i  ada1i  pada1i  Padal1i  21i  ayat1i  (2)1i  UU1i  PTPK1i  ini1i  

digunakan1i  isebagaii1i  alasan1i  pemberatan1i  ancaman1i  sanksi1i  pidana1i  mati1i  dari1i  

ketentuan1i  Pasal1i  21i  ayat1i  (1)1i  UU1i  PTPK,1i  namun1i  ifaktanya1i  didalam1i  sejarah1i  

peradilan1i  Indonesia1i  belum1i  ada1i  putusan1i  yangi1i  men-juncto-kan1i  pasal1i  tersebut1i  

dengan1i  Pasal1i  21i  ayat1i  (2)1i  UU1i  PTPK. 

Sanksi1i  pidana1i  mati1i  dapat1i  diterapkan1i  apabila1i  unsur-unsur1i  yang1i  terdapat1i  dalam1i  

Pasal1i  21i  ayat1i  (1)1i  iterpenuhi1i  terlebih1i  dahulu.1i  iRumusan1i  Pasal1i  21i  ayat1i  (1)1i  UU1i  

PTPK1i  dinyatakan1i  sebagai1i  berikut: 
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“Setiap1i  orang1i  yang1i  secara1i  melawan1i  hukum1i  melakukan1i  perbuatan1i  

memperkaya1i  diri1i  sendiri1i  atau1i  orang1i  lain1i  yang1i  suatu1i  korporasi1i  yang1i  dapat1i  

merugikan1i  keuangan1i  negara1i  atau1i  perekonomian1i  negara,1i  dipidana1i  dengan1i  

pidana1i  penjara1i  seumur1i  hidup1i  atau1i  pidana1i  penjara1i  ipaling1i  singkat1i  41i  (empat)1i  

tahun1i  dani1i  paling1i  lama1i  201i  (dua1i  puluh)1i  tahun1i  dan1i  denda1i  paling1i  sedikit1i  Rp.1i  

200.000.000,001i  (dua1i  ratus1i  juta1i  rupiah)1i  dan1i  paling1i  banyak1i  Rp.1i  

1.000.000.000.000,001i  (satu1i  miliar1i  rupiah).” 
 

Unsur-unsur1i  yang1i  terdapat1i  dalam1i  Pasal1i  21i  ayat1i  (1)1i  UU1i  PTPK1i  antara1i  lain: 

a. Setiap1i  orang 
b. Secara1i  melawan1i  hukum 
c. Memperkaya1i  diri1i  sendiri,1i  orang1i  lain,1i  atau1i  korporasi 
d. Dapat1i  merugikan1i  keuangan1i  negara1i  atau1i  perekonomian1i  negara 

Pemberatani1i  pidana1i  mati1i  dapat1i  dijatuhkan1i  untuk1i  keadaan1i  tertentu,1i  keadaan1i  

tertentu1i  dapat1i  dijatuhkan1i  kepada1i  pelaku1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  yang1i  telah1i  

melakukani1i  tindak1i  pidana1i  korupsi,1i  ibagaimana1i  dimaksud1i  dalam1i  iPasal1i  21i  ayat1i  (1)1i  

UU1i  iPTPK1i  diatas. 

Dalam1i  ikasus1i  korupsi,1i  para1i  pelaku1i  idapat1i  dijatuhi1i  hukuman1i  seberat-beratnya1i  

karena1i  pelaku1i  harus1i  dapat1i  imempertanggungjawabkan1i  perbuatannya.1i  Dalam1i  

setiap1i  perbuatan1i  yang1i  terkandung1i  unsur1i  ikesalahan1i  ataui1i  tindak1i  pidana,1i  maka1i  

tindak1i  pidana1i  atau1i  kesalahan1i  itulah1i  yang1i  menyebabkan1i  seseorang1i  itu1i  dihukum.1i  

Dalam1i  ihal1i  ini1i  dikenal1i  asas1i  tiada1i  ipidana1i  tanpa1i  kesalahan1i  (Geen1i  straf1i  zonder1i  

schuld1i  atau1i  no1i  punishment1i  without1i  guilt)1i  iyang1i  merupakan1i  asas1i  pokok1i  dalam1i  

pertanggungjawaban1i  ipembuat1i  terhadap1i  tindak1i  pidana1i  yang1i  dilakukan.1i  Asas1i  

hukum1i  tidak1i  tertulis1i  ini1i  dianut1i  hukum1i  pidana1i  Indonesia1i  saat1i  ini.1i  iAsas1i  tiada1i  

pidana1i  tanpa1i  ikesalahan1i  ini1i  disimpangi1i  oleh1i  Strict1i  Liability1i  dan1i  Vicarious1i  

liability.37 

                                                            
37 Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of 
Environmental Crime, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012, (Jakarta: Komisi Yudisial, 
2012). hlm, 157-158. 
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Penjelasan1i  ikeadaan1i  itertentu1i  untuk1i  dapat1i  dijatuhinyai1i  pidana1i  mati1i  dari1i  pasal1i  ini1i  

telah1i  mengalami1i  perubahani1i  oleh1i  Undang-Undang1i  Nomor1i  201i  Tahun1i  20011i  

terhadap1i  Undang-Undang1i  Nomor1i  311i  Tahun1i  19991i  idijelaskan1i  isebagai1i  berikut: 

“Yang1i  dimaksud1i  dengan1i  keadaan1i  tertentu1i  pada1i  ketentuan1i  ini1i  1i  dimaksudkan1i  

sebagai1i  pemberatan1i  kepada1i  pelaku1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  apabila1i  tindak1i  

pidana1i  tersebut1i  dilakukan1i  pada1i  waktu1i  negara1i  dalam1i  keadaan1i  bahaya1i  sesuai1i  

dengan1i  undang-undang1i  yang1i  berlaku,1i  pada1i  waktu1i  terjadi1i  bencana1i  alam1i  

nasional,1i  sebagai1i  pengulangan1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  atau1i  pada1i  waktu1i  

negara1i  dalam1i  keadaan1i  krisis1i  ekonomi1i  dan1i  moneter” 

 
Kemudian1i  penjelasan1i  ketentuan1i  diatas1i  dirubah1i  penjelasannya1i  oleh1i  Undang-

Undang1i  Nomor1i  201i  Tahun1i  20011i  sebagai1i  berikut: 

“Yang1i  dimaksud1i  dengan1i  keadaan1i  tertentu1i  dalam1i  ketentuan1i  ini1i  adalah1i  

keadaan1i  yang1i  dapat1i  dijadikan1i  alasan1i  pemberatan1i  pidana1i  bagi1i  pelaku1i  tindak1i  

pidana1i  korupsi1i  yaitu1i  apabila1i  tindak1i  pidana1i  tersebut1i  dilakukan1i  terhadap1i  

dana-dana1i  yang1i  diperuntukan1i  bagi1i  penanggulangan1i  keadaan1i  bahaya,1i  

bencana1i  alam1i  nasional,1i  penanggulangan1i  akibat1i  kerusuhan1i  sosial1i  yang1i  

meluas,1i  penanggulangan1i  krisis1i  ekonomi1i  dan1i  moneter1i  dan1i  pengulangan1i  

tindak1i  pidana1i  korupsi.” 

 
Perubahan1i  ipenjelasan1i  itentang1i  apa1i  yang1i  dimaksud1i  dengan1i  keadaan1i  tertentu1i  

diatas,1i  membawa1i  ikonsekuensii1i  bahwa:1i  “bukan1i  lagi1i  waktu1i  yang1i  menentukan,1i  

tetapi1i  iperuntukan1i  uang1i  untuk1i  keadaan1i  tertentu1i  itu1i  yang1i  idikorupsi38
1i  yang1i  

menentukkan1i  untuk1i  dapat1i  idijatuhinya1i  pidana1i  mati.1i  iPenjelasan1i  tersebut1i  

merupakan1i  pemberatan1i  pidana1i  1i  yang1i  dapat1i  dijatuhkan,1i  imaka1i  terhadap1i  pelaku1i  

tindak1i  pidanai1i  korupsi1i  tidak1i  perlu1i  dibuktikan1i  ibahwa1i  pelaku1i  mengetahui1i  adanya1i  

keadaan1i  itertentu1i  pada1i  iwaktu1i  melakukan1i  tindak1i  pidana1i  korupsi. 

Selain1i  itu1i  ipada1i  Pasal1i  21i  ayat1i  (2)1i  UU1i  PTPK1i  juga1i  mengatur1i  tentang1i  keadaan1i  

bahaya,1i  yangi1i  menurut1i  ikategori1i  tingkatan1i  bahayanya1i  yaitu: 

                                                            
38 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 77 
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a. Keadaan1i  darurat1i  sipil 
b. Keadaan1i  darurat1i  militer,1i  dan1i   
c. Keadaan1i  darurat1i  perang 

 
Pada1i  ikeadaan-keadaan1i  darurat,1i  apabila1i  dana-dana1i  yang1i  diperuntukan1i  untuk1i  

penanggulangan1i  ikeadaan1i  bahaya,1i  baik1i  keadaan1i  bahaya,1i  keadaan1i  darurat1i  sipil,1i  

keadaan1i  darurat1i  imiliter1i  sertai1i  keadaan1i  darurat1i  perang,1i  maka1i  pelaku1i  tindak1i  

pidana1i  korupsi1i  tersebut1i  dapat1i  dijatuhi1i  sanksi1i  ipidana1i  mati1i  imenurut1i  ketentuan1i  

dalam1i  Pasal1i  21i  ayat1i  (2)1i  UU1i  PTPK. 

Selain1i  itu,1i  idana1i  yang1i  diperuntukkan1i  untuk1i  bencana1i  alam1i  juga1i  wajib1i  

mendapatkan1i  pengawasan1i  yang1i  serius1i  idikarenakan1i  sangat1i  rawan1i  untuk1i  

dikorupsi1i  oleh1i  pihak1i  yangi1i  tidak1i  bertanggung1i  jawab1i  dalam1i  mengambil1i  

keuntungan1i  ditengah1i  penderitaan1i  banyak1i  orang.1i  iMaka1i  pelaku1i  tindak1i  pidana1i  

korupsi1i  bantuan1i  sosial1i  bencana1i  alam1i  tersebut1i  juga1i  idapat1i  dijatuhi1i  sanksi1i  pidana1i  

mati. 



 
 

 
 

 
 
\ 
 

III. METODE PENELITIAN 
 

A. Pendekatan Masalah  

Penelitian1i  iini1i  idilakukan1i  dengan1i  menggunakan1i  21i  (dua)1i  metode1i  pendekatan,1i  

yaitu: 

1. Pendekatan1i  iyuridis1i  normatif1i  terapan1i  dilakukan1i  dengan1i  merumuskan1i  terlebih1i  

dahulu1i  masalah1i  dan1i  tujuan1i  penelitian.1i  iMasalah1i  dan1i  itujuan1i  tersebut1i  perlu1i  

dirumuskan1i  isecara1i  jelas,1i  rinci,1i  idan1i  akurat.39
1i  Pada1i  penelitian1i  ini,1i  penulis1i  

telah1i  merumuskan1i  permasalahan1i  mengenai1i  eksistensi1i  sanksi1i  pidana1i  mati1i  

bagi1i  pelaku1i  tindak1i  pidana1i  korupsi1i  dalam1i  keadaan1i  tertentu.1i  Setelah1i  itu,1i  

diidentifikasi1i  ketentuan1i  hukumi1i  normatif1i  yang1i  menjadi1i  tolaki1i  ukur1i  terapan1i  

yang1i  sesuai1i  idengan1i  iperistiwa1i  ihukum1i  iberupa1i  sanksi1i  pidana1i  mati1i  bagi1i  

pelaku1i  tindak1i  pidanai1i  korupsi1i  dalami1i  keadaan1i  tertentu. 

2. Pendekatan1i  yuridis1i  normatif,1i  adalah1i  pendekatan1i  yang1i  dilakukan1i  dengan1i  

mengkaji1i  iperaturan-peraturan1i  iyang1i  iberlaku1i  dan1i  literatur1i  yang1i  erat1i  

kaitannya1i  dengan1i  eksistensi1i  ipidana1i  imati1i  ibagi1i  ipelaku1i  itindak1i  ipidana1i  

ikorupsi1i  idalam1i  keadaan1i  tertentu. 

 

 

 
                                                            

39 Ibid, hlm. 144 
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B. Jenis dan Sumber Data 

Sumber1i  idata1i  iyang1i  idigunakan1i  idalam1i  ipenelitian1i  iini1i  iadalah1i  idata1i  sekunder.1i  

Data1i  sekunder1i  pada1i  dasarnya1i  adalah1i  data1i  yang1i  bersumber1i  dari1i  perundang-

undangan.1i  Data1i  sekunder1i  biasanya1i  diperoleh1i  dari1i  studi1i  pustaka1i  dan1i  studi1i  

dokumen,1i  idengan1i  icara1i  imengumpulkan1i  idata1i  dari1i  berbagai1i  sumber1i  bacaan1i  

berupa1i  iperaturan1i  iperundang-undangan1i  iyang1i  iberlaku1i  dani1i  bahan1i  pustaka1i  atau1i  

literatur1i  hukum1i  yang1i  berkenaan1i  idengan1i  permasalahan1i  yang1i  diteliti.1i  Dalam1i  

penulisani1i  inii1i  sumber1i  idata1i  yangi1i  digunakan1i  iadalah: 

1. Bahan1i  Hukum1i  Primer1i  (Primary1i  Law1i  Material) 

Bahan1i  hukum1i  primer1i  adalah1i  bahan1i  hukum1i  yang1i  mempunyai1i  kekuatan1i  yang1i  

mengikat1i  secara1i  umum1i  (perundang-undangan)1i  atau1i  mempunyai1i  kekuatan1i  

mengikat1i  ibagii1i  pihak-pihak1i  berkepentingan.1i  Dalam1i  hal1i  ini1i  bahan1i  hukum1i  primer1i  

adalah1i  terdiri1i  dari1i  peraturan1i  perundang-undangan,1i  catatan-catatan1i  iresmi,1i  atau1i  

risalah1i  idalam1i  pembuatan1i  peraturan1i  perundang-undangan.40
1i  iBahan1i  hukum1i  

primer1i  yang1i  digunakan1i  idalam1i  ipenelitian1i  ini,1i  yaitu1i  terdiri1i  dari:1i   

• Kitab1i  Undang-Undang1i  iHukum1i  Pidana 

• Undang-Undang1i  iNomor1i  81i  Tahun1i  19811i  tentang1i  Hukum1i  Acara1i  Pidana; 

• Undang-Undang1i  Nomor1i  281i  Tahun1i  19991i  tentang1i  iPenyelenggaraan1i  Negara1i  

yang1i  Bebas1i  dari1i  Korupsi,1i  Kolusi,1i  dan1i  Nepotisme; 

• Undang-Undang1i  Nomor1i  311i  Tahun1i  19991i  tentang1i  Pemberantasan1i  Tindak1i  

Pidana1i  Korupsi. 
                                                            
40 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press 
cetakan ke-3 tahun 1984, hlm 141 
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2. Bahan1i  Hukum1i  Sekunder1i  (Secondary1i  Law1i  Material) 

Bahani1i  hukum1i  sekunder1i  yaitu1i  bahan1i  hukum1i  yang1i  memberikan1i  penjelasan1i  

terhadap1i  bahan1i  hukum1i  primer.1i  Bahani1i  hukum1i  sekunderi1i  yang1i  digunakan1i  dalam1i  

penelitian1i  ini1i  adalah1i  Penjelesan1i  Peraturan1i  Perundang-Undangan1i  serta1i  jurnal-

jurnal1i  ihukum1i  iyang1i  iterkaiti1i  dengan1i  pokok1i  permasalahan1i  iyaitu1i  eksistensi1i  

sanksi1i  pidana1i  imatii1i  bagi1i  ipelaku1i  tindaki1i  pidana1i  ikorupsi1i  idalam1i  ikeadaan1i  

itertentu. 

3. Bahan1i  Hukum1i  Tersier1i  (Tertiary1i  Law1i  Material) 

Bahan1i  itersier1i  iyaitu1i  ibahan1i  ihukum1i  iyang1i  imemberi1i  penjelasan1i  terhadap1i  bahan1i  

hukum1i  primer1i  dani1i  bahan1i  hukum1i  sekunder.1i  Bahan1i  ihukum1i  tersier1i  iyang1i  

digunakan1i  dalam1i  penelitian1i  iini1i  iadalah1i  kamus1i  hukum,1i  kamus1i  dan1i  ensiklopedia1i  

Bahasa1i  Indonesia,1i  serta1i  iinternet1i  yang1i  imemberikan1i  ipenjelesani1i  atas1i  bahan1i  

hukum1i  primer1i  dan1i  sekunder1i  yang1i  digunakan. 

 

C. Penentuan Sumber 

Sumber iutama idari ipenelitian iini iadalah iundang-undang, ibuku, ijurnal hukum 

dan iliteratur ihukum inamun imembutuhkan inarasumber isebagai seorang ahli 

untuk memberikan sudut pandang yang berisikan fakta dan benar adanya. 

Narasumber adalah iseseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan 

dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Narasumber 

penelitian ini dapat terdiri dari: 

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung                     :       1 Orang 
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2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung :       1 Orang 

Jumlah                                                                                              :       2 Orang 

 
D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Prosedur Pengumpulan data 

 
Pengumpulan1i  idata1i  yangi1i  digunakan1i  dalam1i  penelitian1i  ini1i  adalah1i  Studi1i  Pustaka1i  

(Library1i  Research).1i  Studi1i  pustaka1i  (library1i  research)1i  adalah1i  pengkajian1i  

informasi1i  tertulis1i  mengenai1i  hukum1i  iyang1i  berasal1i  dari1i  berbagai1i  sumber1i  dan1i  

dipublikasikan1i  secarai1i  luasi1i  yang1i  irelevan1i  dengan1i  permasalahan1i  yang1i  dibahas1i  

dalam1i  penelitian1i  ini.1i  Studi1i  ikepustakaan1i  idimaksudkan1i  untuk1i  imemperoleh1i  arah1i  

pemikikiran1i  dan1i  tujuan1i  penelitian1i  yangi1i  dilakukan1i  dengan1i  cara1i  membaca,1i  

mengutip,1i  dan1i  menelaah1i  literatur-literatur1i  yang1i  menunjang,1i  serta1i  bahan-bahan1i  

ilmiah1i  lainya1i  yang1i  mempunyai1i  hubungan1i  dengan1i  ipermasalahan1i  yang1i  akan1i  

dibahas. 

Kegiatan1i  studi1i  pustaka1i  tersebut1i  dilakukan1i  dengan1i  tahap-tahap1i  sebagai1i  berikut:1i   

1. Penentuan1i  sumber1i  data1i  sekunder1i  (bahan1i  hukum1i  primer1i  dan1i  sekunder);1i   
2. Identifikasi1i  data1i  sekunder1i  (bahan1i  hukum1i  dan1i  sekunder)1i  yang1i  

diperlukan;1i   
3. Inventarisasi1i  data1i  yang1i  sesuai1i  dengan1i  rumusan1i  masalah1i  dengan1i  cara1i  

pengutipan1i  atau1i  pencatatan;1i  dan1i   
4. Pengkajian1i  data1i  yang1i  sudah1i  terkumpul1i  guna1i  menentukan1i  relevansinya1i  

dengan1i  kebutuhan1i  dan1i  rumusan1i  masalah.41
1i   

 
Dalam1i  penelitian1i  ini,1i  penulis1i  imelakukan1i  studi1i  kepustakaan1i  dengan1i  tahapan1i  

penetuan1i  sumber1i  data1i  sekunder,1i  identifikasi1i  idata1i  sekunder,1i  iinventarisasi1i  data,1i  

                                                            
41 Ibid, hlm. 81. 
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serta1i  ipengkajian1i  data1i  terkait1i  dengan1i  pokok1i  ipermasalahan1i  yaitu1i  ieksistensi1i  

sanksi1i  pidana1i  imati1i  bagi1i  pelaku1i  itindak1i  pidana1i  ikorupsi1i  idalami1i  keadaan1i  tertentu. 

 
2. Prosedur1i  Pengolahan1i  Data 

Setelah1i  idata1i  iterkumpul1i  idilakukan1i  ikegiatan1i  imerapihkan1i  idan1i  imenganalisis1i  

data.1i  Kegiatan1i  ini1i  meliputi1i  seleksii1i  data1i  idengan1i  icara1i  imemeriksa1i  data1i  yang1i  

diperoleh1i  melalui1i  kelengkapannya1i  dan1i  pengelompokan1i  data1i  secara1i  sistematis.1i  

Kegiatan1i  pengolahan1i  data1i  dilakukan1i  sebagai1i  berikut: 

a. Editing1i  data,1i  yaitu1i  meneliti1i  data1i  yang1i  keliru,1i  menambah1i  dan1i  melengkapi1i  

data1i  yang1i  kurang1i  lengkap. 

b. Klasifikasi1i  data,1i  yaitu1i  pengelompokan1i  data1i  menurut1i  bahas1i  yang1i  ditentukan. 

c. Sistematisasi1i  data,1i  yaitu1i  penempatan1i  data1i  pada1i  tiap1i  pokok1i  bahasan1i  secara1i  

sistematis1i  hingga1i  memudahkan1i  interpretasi1i  data. 

 
 
E. Analisis1i  Data 

Analisis1i  idata1i  yang1i  digunakan1i  idalam1i  penelitian1i  ini1i  iadalah1i  analisis1i  kualitatif.1i  

Analisis1i  kualitatif1i  artinya1i  menguraikan1i  bahan1i  ihukum1i  isecara1i  bermutu1i  dalam1i  

bentuk1i  ikalimat1i  iyang1i  iteratur,1i  runtun,1i  logis,1i  tidak1i  tumpang1i  tindih,1i  dan1i  efektif,1i  

sehingga1i  imemudahkan1i  iinterpretasi1i  ibahan1i  ihukum1i  dan1i  pemahaman1i  hasil1i  

analisis.42
1i  Data1i  dalam1i  ihal1i  iini1i  iakan1i  idiuraikani1i  kedalam1i  kalimat-kalimat1i  yang1i  

tersusun1i  secara1i  sistematis,1i  sehingga1i  diperoleh1i  gambaran1i  yang1i  jelas1i  dan1i  pada1i  

akhirnya1i  dapat1i  ditarik1i  kesimpulan1i  isebagai1i  ijawaban1i  singkat1i  dari1i  permasalahan1i  

                                                            
42 Ibid,  hlm. 91.  
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yang1i  iditeliti1i  yaitu1i  mengenai1i  eksistensii1i  sanksi1i  ipidana1i  mati1i  bagii1i  pelaku1i  itindak1i  

pidana1i  korupsi1i  dalami1i  keadaan1i  tertentu. 



 
 

 

 

 

V. PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Eksistensi pidana mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan 

Tertentu tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bahwa dalam ketentuan 

ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi 

apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan 

bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi 

bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau 

pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Artinya 

pidana mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi ini berlaku karena secara 

formil tertuang dalam undang-undang. Namun sanksi pidana mati ini sendiri 

merupakan ancaman maksimum yang harus digali case by case dan 

dikumulasi berdasarkan fakta hukum, kualitas perbuatan dan kuantitas 

perbuatan. 

2. Faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana 

korupsi dalam keadaan tertentu ialah faktor hambatan struktural yang 

merupakan faktor penghambat yang berasal dari praktik-praktik 
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penyelenggara negara dan pemerintahan, faktor hambatan kultural yang 

merupakan faktor hambatan yang bersumber dan kebiasaan negatif yang 

telah berkembang dimasyarakat, faktor hambatan instrumental yang 

merupakan hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung 

dalam dalam peraturan perundang- undangan, faktor hambatan manejemen 

yang merupakan hambatan yang berasal dari tidak diterapkannya prinsip-

prinsip manejemen yang baik, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak 

hukum , faktor masyarakat, faktor waktu yang lama dan faktor domisili 

seorang terpidana juga menjadi hambatan dikerenakan banyak orang yang 

memiliki Kartu Tanda Kenduduk (KTP) ganda.  

B.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk Penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum harus cermat dalam 

menuntut tersangka  kasus korupsi yang dilakukan pada saat terjadinya bencana 

alam nasional, ataupun pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan 

moneter sehingga penerapan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dianggap tidak hanya 

sebagai pasal yang berlaku untuk penanggulangan tindak pidana, namun juga 

memberikan ancaman yang nyata bagi siapa saja yang melakukkannya pada 

saat keadaan negara sedang tidak baik-baik saja.  

2. Untuk Penegak hukum khususnya Hakim yang diberikan wewenang untuk 

mendefinisikan, memformulasikan dan memberikan parameter berdasarkan 

keyakinannya serta keilmuannya dalam membentuk hukum sendiri dalam 



76 
 

peristiwa yang konkrit, sehingga tidak ada halangan bagi hakim untuk 

menjatuhkan vonis pidana mati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat 

(2) UU PTPK. 

3. Untuk masyarakat Indonesia bahwa perlunya edukasi mengenai adanya pasal 

dalam undang-undang yang mengatur tentang keadaan tertentu ini, serta 

perlunya kejujuran terkait informasi dalam penerapan sanksi hukum terhadap 

pejabat negara yang melakukan korupsi. 
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